DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINS] JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah telah selesal dibahas oleh
Tim Penyusun Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 47
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ditetapkan olch Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan




Mengingat

B-J

berpedoman  pada  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huraf a dan huruf b, periu
menetapkan Rancangan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
tentang Persetujuan Rancangan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Provinsi Jawa
Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Untuk Ditetapkan Menjadi
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841},

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6867);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
& Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 150);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
Q@ Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Nomeor 9);

6. Peratuan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peratuan Mentern Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peratuan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

. Menvetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata
Tertibh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk
Ditetapkan Menjadi Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Segala biaya yang tmbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINS] JAWA TENGAH

NOMOR : 36 TAHUN 2024

TANGGAL : 13 NOVEMBER 2024

RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (3),
Pasal 110 ayat (3), Pasal 112 ayat (6], Pasal 114 ayat (4), Pasal
119, Pasal 121, Pasal 127, Pasal 131 dan Pasal 146 ayat (3)
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kal
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan {Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara No.
6B6T);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana tclah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun
2019 tentang perubahan atas Perataran Pemernntah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah



Menetapkan

£y,

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor & , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penvelenggaraan Pemerintah
Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20306)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
197},

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWARKILAN RAKYAT

DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya
sistern dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
schagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
[ndonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyvelenggara
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Pemerintahan Dacrah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penvelengeara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Walal Ketua DPRD.

Pimpinan Sementara DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua
Sementara DPRD.

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD.

. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari

Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan
Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain
vang diperlukan.

Fraksi adalah Fraksi-Fraksi yang ada dalam DPRD.

Komisi adalah Komisi-Komisi yang ada dalam DPRD,.

Badan Musyawarah adalah Badan Musvawarah DPRD.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah, vang selanjutnva disebut
Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD.

Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD.

Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD.

Perangkat Dacrah adalah Perangkat Dacrah Provinsi Jawa Tengah
merupakan unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daecrah.

Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung kelancaran pelaksanaan
fungsi dan tugas pokoek DPRD.

Sckretaris DPRD  adalah pejabat perangkat dacrah yang memimpin
Sekretariat DPRD.

Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang
berlaku di ingkungan internal DPRD.

Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang
wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya
untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD, vang selanjutnya disebut Tata
Beracara adalah kumpulan ketentuan dasar yvang memberi arah
bagaimana Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangannya
berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD
terhadap Kode Etik dan Tata Tertib.

Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok pakar yang mempunyai
kemampuan dalam disiplin_ ilmu  tertentu untuk membantu  Alat
Kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang
DPRD.

Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD yang dibentuk untuk
melakukan pembahasan mengenai hal yang bersifat khusus.

Panitia Angket adalah Panitia Angket DPRD yang dibentuk untuk
melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemenintah Daerah vang
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat,
Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan tertentu
dalam membantu pelaksanaan tugas Fraksi.

Pakar adalah scscorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu
tertentu untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
Masa Persidangan adalah Masa Kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan
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terutama di dalam gedung DPRD.

Masa Reses adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan secara
perseorangan atau kelompok di luar gedung DPRD dalam rangka
melaksanakan pantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannva.,
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur yvang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan
Gubernur Jawa Tengah.

Peraturan DPRD adalah Peraturan vang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan
Kehormatan DPRD adalah penetapan vang bersifat konkrit, kolektf
kolegial, dan final.

Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan
daerah yvang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,
penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Program Pembentukan Perda wvang selanjutnya disebut Propemperda
adalah instrumen perencanaan Program Pembentukan Perda vang disusun
secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum
dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenal pengaturan masalah
tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap
permasalahan dan kebutuhan hukum masyvarakat.

Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam
Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah Provins: Jawa
Tengah.

Kebijakan Umum APBD vang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yvang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara vang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebapgal acuan
dalam penvusunan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD yang
selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran
atau akhir masa jabatan vang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
Proporsionalitas adalah keseimbangan jumlah anggota Fraksi yvang
ditempatkan dalam Alat kKelengkapan DPRD.

Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pelaksanaan Tata Tertib DPRD berasaskan:
a. kepastian hukum;

b. tertib penyelenggara daerah;

c. kepentingan umum,;

d. keterbukaan;

e. proporsionalitas;

{. profesionalitas;

g. akuntahilitas;
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h. efisiensi;

1. efektivitas; dan

j. keadilan,

Asas  kepastian hukum berarti asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara,

Asas tertib penyelenggara dacrah berarti asas yvang menjadi landasan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggara daerah.

Asas kepentingan umum berarti asas yang mendahulukan kesejahteraan
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Asas keterbukaan berarti asas vang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang  penyelengearaan negara  dengan  tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara.

Asas proporsionalitas berarti asas yang mengutamakan kescimbangan
antara hak dan kewajiban penyelenggara daerah.

Asas profesionalitas berarti asas yang mengulamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Asas akuntabilitas berarti asas vang menentukan bahwa setiap kegiatan
dan hasil akhir dari kegiatan penvelenggara negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakal atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggl negara sesual dengan  kKetentuan peraturan
perundangundangan.

Asas efisiensi berarti asas yang berorientasi pada minimalisasi
penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai
hasil kerja vang terbaik.

Asas efektivitas berarti asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna
dan berdaya guna.

Asas keadilan berarti adanya perlakuan yang sama antar semua Anggola
DPFRD, scimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak membedakan
semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan
DPRD.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan ini meliputi:

BREOFT S FROIAD TS
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susunan dan kedudukan;

fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
keanggotaan DPRD;

Alat Kelengkapan DPRLDY;

rencana kerja DPRD;

pelaksanaan hak DPRD dan Anggota DPRD;
kewajiban Anggota DPRD;

larangan dan sanksi;

persidangan dan rapat DPRD;

pengambilan keputusan;

pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian;
Fraksi,

. mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur;

mekanisme pengangkatan dan pengesahan Wakil Gubernur menjadi
Gubernur;

kode etik;

kkonsultasi DPRD;

perencanaan Peraturan DPRD;



tata cara pembentukan Peraturan DPRD;

tata cara penyusunan penectapan DPRD;

pembahasan LKPJ;

penyebarluasan,

partisipasi masyarakat;

. persctujuan rencana kerja sama;

pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat;
Sekretariat DPRD;

. pencatatan surat, penyampaian materi dan dokumen rapat;
aa. lagu kebangsaan; dan

bb. mekanisme perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

HN'dMHg=cren

BAB I
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4
DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih
melalui pemilihan umum.

Pasal 5

(1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyvelenggara Pemernntahan Daerah.
(2] Anggota DPRD adalah pejabat Daerah,

BAB 111
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu
Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal &

(1] DPRD mempunya fungsi:
a. pembentukan Perda;
b. anggaran; dan
. pengawasan,

(2] Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialankan dalam
kerangka representasi rakyat di Daerah.

(3] Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 7

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf a
dilaksanakan dengan cara:

a. mengajukan usul Rancangan Perda;
b. merencanakan dan menyusun Propemperda bersama Gubernur; dan
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membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui
rancangan Perda.

Pasal 8

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.

(1)

(2]

(2)
(4]

(1)

(2]

(3)

(1)
(<}
3]

(1)

Pasal 9

Untuk menyusun Propemperda scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Bapemperda menyampaikan surat kepada Anggota DPRD, Komisi dan
gabungan Komisi untuk meminta usulan rancangan Perda.

Usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Anggota DPRD, KkKomisi, gabungan Komisi, atau
Bapemperda kepada Pimpinan DPRD dengan ditembuskan kepada
Bapemperda.

Usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilenghkapi
dengan keteranpan scbagaimana dimasud dalam Pasal 5 ayvat [2).
Penyampailan surat oleh Bapemperda kepada Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalu Fraksi,

Pasal 10

Propemperda scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat judul
rancangan Perda, materi pokok wyang diatur, Perangkat Daerah
penvelengeara, target penvampaian dan keterkaitannya dengan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Maten yvang diatur serta keterlkaitannya dengan peraturan perundang-
undangan lainnya schagaimana dimaksud pada ayat (1] merupakan
keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:

a. latar belakang dan tujuan penyvusunan;

b. sasaran yang ingin diwujudkan;

c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

d. jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang diatur scbagaimana dimaksud pada ayat (2) yvang telah melalui
pengkajian dan penyelarasan  dituangkan dalam penjelasan  atau
keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 11

Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran
berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan
Gubernur.

Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum
penectapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 12

Dalam penyvusunan Propemperda, penyusunan daftar rancangan Perda
didasarkan atas:

a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;

b. rencana pembangunan daerah;

c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

d. aspirasi masyvarakat dacrah.
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Pasal 16

Hagil pomvusunan Propempoerda anters OPRD doan Pemerimah Doerah
schagmumana dimassud dalam Pasai |2 discpakan meonjadi Mropemperdas
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akibat putusan Mahkamah Agung; dan
APBD.

Pasal 18

Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur,

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur discrtai

penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Dalam hal rancangan Perda mengenai:

a. APBD;

b. pencabutan Perda; dan

¢. perubahan Perda vang hanya terbatas mengubah beberapa materi,

cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan mater:

muatan yang diatur.

Penyusunan Naskah Akademik rancangan Perda dilakukan sesuai dengan

teknik penvusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Setiap tahapan pelaksanaan Pembentukan Perda dapat dilakukan dengan

menggunakan teknologi informasi sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Setiap tahapan Pembentukan Perda mengikutsertakan perancang

peraturan perundang-undangan, pencliti dan Kelompok Pakar atau Tim

Ahli.

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diajukan

berdasarkan Propemperda.

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan

rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:

a, untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana
alam;

b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi
atas suatu rancangan Perda vang dapat disetujui bersama oleh
Bapemperda dan Perangkat Dasrah yang membidangi pembentukan
peraturan perundang-undangan; dan

d. perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah
Propemperda ditetapkan.

Pasal 19

Rancangan Perda vang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 18 avat (1) dapat diajukan oleh Anggota DFRD, Komisi, gabungan
Komisi, atau Bapemperda vang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
Rancangan Perda vang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan
Komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:

a. penjelasan atau keterangan dan/fatau Naskah Akademik; dan

b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.

Rancangan Perda disampaikan olch Pimpinan DPRD kepada Bapemperda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan pengkajian scbelum
pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh
Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari
sebelum rapat partpurna.
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(7

(8]

(=

Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DFRD dalam
rapat paripurna.

Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

a. pengusul memberikan penjelasan;

b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota
. DPRD lainnya,

Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:

a, persetujuan;

b, persetujuan dengan pengubahan; atau

¢. penolakan.

Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan Komisi,
gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan
Perda.

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan
surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

(10) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat

membentuk Panitia Khusus.

(11) Panitia Khusus dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana

dimaksud pada ayat (10}, memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.

(12) Apabila Panitia Khusus dalam penyusunan rancangan Perda tidak sclesai

(1

(2]

(3]

(4]
(=]

1)

dalam waktu 1 {satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yvang berasal
dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda,

Pasal 20

Dalam menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19, Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda perlu
mempersiapkan  kerangka dokumen untuk  memasuki  tahapan
penyusunan rancangan Perda.

Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan pada penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah
Akademik.

Kerangka dokumen dalam mempersiapkan penyusunan rancangan Perda
scbagaimana dimaksud pada avat (1) terdini atas:

a. judul;

b. pembukaan;

¢. batang tubuh;

d. penutup;

e. penjelasan; dan

f. lampiran.

Penjelasan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf e dan
huruf [ dibuat apahbila diperlukan.

Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan berpedoman pada teknik penyusunan rancangan Perda
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
dilakukan melalui kegiatan:

a. perumusan konsep rancangan Perda;

b. pembahasan konsep rancangan Perda; dan

c. pentyebarluasan rancangan Perda.
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Perumusan konsep rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a merupakan kegiatan pembuatan norma atas materi pokok yang
ingin diatur.

Pembahasan konsep rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan dalam rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, atau
rapat Bapemperda.

Rancangan Perda yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan penyebarluasan melalui kegiatan seminar, diskusi, atau
kunjungan kerja.

Hasil penyebarluasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(4} menjadi bahan untuk menyempurnakan rancangan Perda.

Pasal 22

Untuk menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda dapat meminta
bantuan kepada perguruan tinggi, lembaga kajian/penelitian, dan/atau
pakar tertentu.

Bantuan vang diberikan oleh perguruan tinggi, lembaga kajian/penclitian,
dan/atau pakar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya
permintaan penyusunan rancangan Perda.

Penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD scbagaimana
dimaksud pada ayvat (3), dapat dilakukan melalui kegiatan:

rapal kerja;

kunjungan kerja;

forum diskusi kelompok, dan/atau

konsultasi.

an oM

Pasal 23

Hasil rancangan Perda pada tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 wajib dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi vang dikoordinasikan oleh instansi vertikal
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah.

Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur diajukan dengan surat
Gubernur kepada Pimpinan DPRD.

Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disiapkan dan diajukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Usulan Perda yang berasal dari Gubernur dapat dilakukan pengkajian oleh
Bapemperda.

Pengkajian usulan Perda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan melalui :

a. rapat kerja Bapemperda;

b. kunjungan kerja;
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c. forum diskusi kelompok; dan/atau
d. konsultasi.

(3] Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Pimpinan DPRD dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari,

|4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan
untuk penvusunan Propemperda.

Pasal 26

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Gubernur menyvampaikan
rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan
Perda vang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan
oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 27

(1} Rancangan Perda vang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh

DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama,

(2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat |

dan pembicaraan tingkat 1.

(3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:

a, dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur:

1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan
Perda;

2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan

3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terbadap pemandangan
umum Fraksi.

b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:

1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi,
pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Panitia Khusus dalam

5 rapal paripuina mengenai rancangan Perda;

2, pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat
Gubernur.

¢, pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, Panitia Khusus
dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk
untuk mewalkili; dan

d. penyampaian pendapat akhir Fraks: dilakukan pada akhir
pembahasan antara DPRD dan Gubernur atau pejabat yvang ditunjuk
untuk mewakili.

(4} Pembicaraan tingkat [I meliputi kegiatan:

a. pengambilan keputusan dalam rapat paripumna yang didahului
dengan:

1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat
Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat [ cleh pimpinan Komisi,
pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan Panitia Khusus;

2, permintaan persctujuan sccara lisan pimpinan rapat kepada
Anggota DPRD dalam rapat paripurna; dan

3. pendapat akhir Gubernur.

b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada hurufl a angka 2
tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan
diambil berdasarkan suara terbanvak; dan

¢. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama
antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak dapat
diajulean lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
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Pasal 28

Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap
sesual dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan
Perda dilakukan oleh DPRD bersama dengan pelaksana tugas, pelaksana
harian, penjabat sementara atau penjabat Gubernur,

Pelaksana tugas, pelaksana hanan, penjzbat sementara atau penjabat
CGubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan
pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis
dari menteri vang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 29

Dalam hal pembahasan rancangan Perda belum selesai hingga akhir tahun
anggaran, maka rancangan Perda dimaksud dapat dimasukkan ke dalam
Propemperda tahun berikutnya dengan tetap mempertimbangkan realisasi
Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Dalam hal pembahasan rancangan Perda telah disetujui bersama
Gubernur dan DPRD, namun terdapat proses vang tidak dilaksanakan
maka Alat Kelengkapan DPRD yang membahas rancangan Perda dimaksud
wajib melaksanakan Kembali tugas pembahasan untuk memenuhi proses
vang tidak dilaksanakan.

Pasal 30

Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh
DPRD dan Gubernur.

Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan
keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan,

Penarikan kembali rancangan Perda oleh Gubernur disampaikan dengan
surat Gubernur disertai alasan penarikan,

Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali
berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.

Penarikan kembali rancangan Perda hanva dapat dilakukan dalam rapat
paripurna yang dihadiri oleh Gubernur,

Rancangan Perda vang ditarik kembali tidak dapat diajukan lag pada masa
sidang yvang sama.

Pasal 31

Rancangan Perda vang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur
disampaikan Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi
Perda.

Penvampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal persetujuan Bersama.

Pasgal 32

Rancangan Perda vang telah dibahas pada pembicaraan tingkat | wajib
disampaikan kepada menteri  vang menyvelengparakan — urusan
pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah
untuk dilakukan fasilitasi.
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Fasilitas: terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 33

Rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah,
rencana pembangunan jangka menengah Daerah, APBD, perubahan
APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi
Daerah, dan tata ruang Dacrah vang telah disetujui bersama oleh DPRD
dan Gubernur dalam rapat paripurna disampaikan kepada menteri yang
menvelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk dilakukan
evaluasi,

Penyampaian rancangan Perda kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disetujui bersama.

Rancangan Perda sebagammana dimaksud pada ayat (1), dapat
diundangkan setelah dilakukan evaluasi  oleh  menteri  vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam neger.

Pasal 34

Dalam hal hasil evaluasi atas rancangan rancangan Perda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) memerintahkan untuk dilakukan
penyempurnaan, rancangan Perda tentang;

a. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
disempurnakan oleh Gubernur bersama dengan DPRD melalui Badan
Angparan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi
diterima; dan

b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana

pembangunan jangka menengah Daerah, pajak Daerah, retribusi

Daerah, dan tata ruang Daerah disempurnakan oleh Gubernur

bersama dengan DPRD melalui Alat Kelengkapan DPRD vyang

membahas rancangan Perda dimaksud paling lama 7 (tujuh) Hari
terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada avat

(1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2] menjadi

dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan  APBD,

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rencana pembangunan jangka
panjang Daerah, rencana Pembangunan janghka menengah Daerah, pajak

Daerah, retribusi Daerah, dan tata ruang Dacrah oleh Gubernur.

Pasal 35

Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemernntahan dalam negeri
menvatakan hasil fasilitasi dan evaluasi Rancangan PERDA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang lebih tingg, asas pembentukan peraturan
perundang-undangan vang baik. asas materi muatan peraturan peraturan
perundang-undangan, dan putusan pengadilan, proses penetapan rancangan
perda menjadi Perda diikuti dengan permohonan nomor register.
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Pasal 36

Nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan oleh
Gubernur melalui Perangkat Daerah vang membidangi hukum kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
setelah Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap
rancangan Perda vang dilakukan fasilitasi dan evaluasi.

Pelaksanaan permchonan nomor register sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fagal 37

Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan oleh Gubernur dengan
membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.

Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi dan telah mendapat nomor
register sebagaimana dimaksud pada avat (1), ditetapkan oleh Gubernur
dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan
menter yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk
evaluasi.

Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda yvang telah
mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan
Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran
Daerah.

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada avat (3) dinyatakan sah
dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah®,
Pengesahan vang berbunyt sebagaimana dimaksud pada avat {4) harus
dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah
Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Rancangan Perda yvang belum mendapatkan nomor register sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 belum dapat ditetapkan Gubenur dan belum
dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pagal 38

Ram:'angan Perda vang lelah diberikan nomor register disampaikan menter:
vang menyelenggarakan urusan pemernntahan dalam negen kepada Gubernur
untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

(1)
(=]

(31

Pasal 39

Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 dilakukan oleh Gubernur.

Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan
sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan PERDA
dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara
atau penjabat Gubernur,

Pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Gubernur
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan
Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis
dar menteri vang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
scsual ketentuan peraturan perundang-undangan.

15



1]
2}

(L)

[2)

(1)

(2]

(1)
(2]
(3

(4

(5]
(&)
I7)

Pasal 40

Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat|.
Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

oleh:

a. DPED,

b. Sckretaris Daerah;

c. Perangkat Daerah yvang membidangi hukum; dan
d. Perangkat Dacrah pemrakarsa.

Pasal 41

Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan
perundang-undangan dalam Pembentukan Perda.

Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
. Fungsi Anggaran

Pagal 42

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama
terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan cleh Gubernur,
Fungsi anggaran sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan cara:

a. membahas KUA dan PPAS vang disusun oleh Gubernur berdasarkan
rencana kerja Pemerintah Daerah;

membahas rancangan Perda tentang APBD;

membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
membahas Rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD.

RO o

Pasal 43

Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur
setelah Gubernur menyampaikan KUA dan PPAS diserta: dengan dokumen
pendukung,

Gubernur menyampaikan rancangan KUA dan PPAS sebagaimana
dimaksud pada avat (1) paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk
dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD.
Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan tim
anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.

KUA menjadi dasar hagi Badan Anggaran bersama U anggaran
Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS, yvang selanjutnya
disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran
berjalan.

Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh
masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan
komisi dilaksanakan melalu rapat DPRD.

KUA dan PPAS vang telah mendapat persctujuan bersama ditandatangani
oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna paling lambat
minggu kedua bulan Agustus.
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Pasal 44

Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menvepakati bersama rancangan KUA,
rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), paling lama 6
{enam) minggu sejak rancangan KUA, rancangan PPAS disampaikan kepada
DPRED, Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD
berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan KUA, rancangan
PPAS yang disusun Gubernur, untuk dibahas dan disetujui bersama antara
Gubernur dengan DPRD sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 45

{1} Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan
Gubernur setelah Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang
APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung pada minggu pertama
bulan Oktober tahun sebelumnya dalam rangka memperoleh persetujuan
bersama.

{21 Gubernur dan DPRED wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang
APBD paling lambat 1 [satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran
setiap tahun.

(3] DPRD dan Gubernur yang tdak menyetujui bersama rancangan Perda
tentang APBD dalam 1 {satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran
setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

{4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Gubernur terlambat
menvampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal
schagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi scbagaimana dimaksud pada
ayat |3} tidak dapat dikenakan kepada Anggota DPRD.

(3] Pembehasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Gubernur bersama
DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Dacrah, KUA,
dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.

[6) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan tim anggaran Pemerintah
Daerah.

(7} Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1} dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27.

Pasal 46

Ketentuan mengenal pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APRD.

Pasal 47

(1} Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebapgaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2] hurul d.

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada avat (1) disampaikan oleh
Gubernur dengan dilampirkan laporan keuangan yvang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan,

(3} Laporan keuangan scbagaimana dimaksud pada avat (2) paling sedikit
meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
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. neraca,

i, laporanoperasional;

e, laporan arus kas;

{. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(4] Dalam hal Daerah memiliki badan usaha milik Daerah, catatan atas
laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

(3) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27.

Pasal 48

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, rancangan Perda tentang
APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungiawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai
pengelolaan keuangan daerah.

Paszal 49

Dalam pembahasan KUA, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ketua tim anggaran Pemerintah
Daerah dapat menghadirkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 50

Dratam hal pembahasan KUA, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, materi rapat harus sudah di
sampaikan kepada Sekretariat DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
dilaksanalkan.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pazal 51

(1} Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ¢
diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur;
b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain vang terkait dengan
penyvelenggaraan pemerintahan daerah; dan
c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksasan laporan keuangan oleh
BPEK.
(2] Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
melalui:
a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
b. kegatan kunjungan kerja;
c. rapat dengar pendapat umum; dan
d. pengaduan masyarakat,
(3} Dalam keadaan tertentu Anggota DPRD dapat melakukan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain sebagaimana dimaksud
pada ayvat {2).
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Fungsi pengawasan scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a dan
huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap
elektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Gubernur, dan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan vang lain.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada
Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi
atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Bacdan
Pemeriksa Keuangan.

Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3} disampaikan
melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan,

Pasal 52

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan
rekomendasi terhadap LKPJ yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas,  produktivitas, dan  akuntabilitas  penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Pemberian  rekomendasi  sebagaimana dimaksud  pada  avat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan -

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 53

DPRD mempunyai tugas dan wewenang

a.
b

e,
d.

membentuk Perda bersama Gubernur;

membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD
vang diajukan oleh Gubernur;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD:
memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dalam hal
terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari
18 {delapan belas| bulan;

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil
Gubernur atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui menteri yang
menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri untuk mendapatkan
pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah
lerhadap rencana perjanjian internasional di Daerah:

memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang
dilakukan cleh Pemerintah Daerah:

memunta LEPJ dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain
atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah: dan
melaksanakan tugas dan wewenang lain vang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d diselenggarakan dalam
rapat paripurna.
Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan DPRD
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{3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
a. pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
b. pengangkatan Wakil Gubernur.

Pasal 55

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur kepada
Presiden melalul menteri yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
neger,

Pasal 56

(1] Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional vang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
huruf g ditetapkan dalam rapat paripurnadengan keputusan DPRD.

(2] Keputusan DPRD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan vang mengatur mengenai
kerja sama daerah

BAB IV
KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 57

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan
sumpah /janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD vang baru mengucapkan
sumpah /janji.

Pasal 58

(1)  Anggota DPRD berjumlah 120 (seratus dua puluh) orang.

[2}) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan mentenn vyang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(3] Keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

(4] Anggota DPRD berdormuisili di ibu kota Daerah.

(53] Anggota DPRD  sebelum memangku jabatannya  mengucapkan
sumpah /janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu
oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

(6} Dalam hal ketua pengadilan tinggi berhalangan, pengucapan sumpah /janji
anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Tinggl atau hakim senior
vang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan,

[7) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh
Pimpinan DPRD periode scbelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD
vang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal
Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir,

(8] Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-
sama mengucapkan sumpah /janj yang dipandu oleh Pimpinan DPRED.
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Pasal 59

(1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal
berakhirnyva masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD periode
sebelumnya.

(2) Dalam hal tanggal berakhirnya masajabatan Anggota DPRD periode
sebelumnya jatuh pada hari libur atau hari yang diiburkan, pengucapan
sumpah /janji dilaksanakan han berikutnya sesudah hari libur atau hari
yvang diliburkan.

Pasal 60

(1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada
saat pengucaparn 5umpah,.-'_]an_1t yvang bersangkutan tetap melaksanakan
pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.

[2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada
saal pengucapan sumpah,janji, vang bersangkutan tetap melaksanakan
pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga
diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.

i3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, vang bersangkutan tetap
melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat
itu juga diberhentikan sebagal Anggota DPRD.

Pasal 61

(1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayar (5] dan ayat (8), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan
agamamasing-masing,

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Angpota DPRD yang beragama:

a. Islam, diawali dengan frasa *Dem Allah®;

h. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan [rasa “Semoga Tuhan Menolong
Saya,

¢, Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha®; dan

d, Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa’.

(3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD
menandatangani berita acara pengucapan sumpah /janji

Pazal 62

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) sava bersumpah /berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewsajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil

ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan sebaik-

baiknva dan seadil-adilnya, sesuail dengan ketentuan peraturanperundang-

undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
MNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa sava dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-
sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta menguiamakan
kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau
olongan;

%ahwﬁﬂsa}ra akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang sava wakili untuk

mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia,”
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Pasal 63

Tata cara pengucapan sumpah/janji Angeota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 avat (3) terdiri atas :

4. tata urutan acara;

b. tata tempat; dan

¢, tata pakaian.

Tata cara pengucapan sumpah/janji Angegota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

BAB V
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu
Urnium

Pasal &4

Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:

Pimpinan DPRD;

Badan Musyawarah;

Komisi;

Bapemperda;

Badan Anggaran;

Badan Kehormatan; dan

alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat
paripurna.

Alat Kelengkapan DPRED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf { bersifat tetap.

Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa
Pamitia Khusus yvang bersifat tidak tetap.

Dalam menjalankan tugasnya, alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh
Sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli
yvang mempunyal kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu.

Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan
Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan
DPRD.

Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan
DPRD.

m o0 RAn oD

Pasal 65

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap scbagai
pimpinan pada Alat Kelengkapan DPRD vang bersifat tetap lainnya kecuali
Pimpinan DPRD vang merangkap sebagai pimpinan pada Badan
Musyawarah dan Badan Anggaran,
Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan
vang bersifat kolektil dan kolegial.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD
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Paragraf 1
Susunan Pimpinan DPRD

Pasal 66

Pimpinan DPRD terdin atas 1 (satu] orang Ketua DPRD dan 4 ([empat) orang
Wakil Ketua DPRD,

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai
politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.

Ketua DPRD ialah Anggota DPRD wvang berasal dar partal politik vang
memperoleh kirst terbanyak pertama di DPRD,

Dalam hal terdapat lebih dari 1 {satu] partai politik yvang memperoleh kursi
terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD
ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh
suara terbanvak.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 [satu) partai politik yang memperoleh suara
terbanyvak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4], penentuan Ketua
DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik
yvang paling merata urutan pertama.

Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD
vang berasal dari partai politik vang memperoleh kursi terbanyak kedua,
ketiga, keempat dan [ atau kelima sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.
Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Angpota DPRD
vang berasal dan partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak
kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah Wakil
Ketua DPRD.

Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD scbagaimana
dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD
vang berasal dari partai politik yang mempetroleh persebaran suara paling
merata urutan kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesual dengan
jumlah Wakil Ketua DPRD.

Pasal 67

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)
belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpnan Sementara DPRD.
Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. memimpin rapat DPRLD;

b. memfasilitasi pembentukan Fraks;

c. memfasilitasi penyvusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan

d. memproses penctapan Pimpinan DPRD definitif.

Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
cdari 1 {satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang WakilKetua vang berasal dari
2 (dua) partai politik vang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua
di DPRD.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 {satu) partai politik vang memperoleh kursi
terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan
secara musvawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan vang ada
di DPFRD,

Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD berasal
dari partai politik berdasarkan urutan perolchan suara dalam pemilihan
Lmum.
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Pasal 68

Partai politik vang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD dan
berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD, melalui pimpinan partai politik
setempat mengajukan Anggota DPRD yang akan ditetapkan menjadi
Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD.

Berdasarkan  pengajuan  terscbut, Pimpinan Sementara DPRD
mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan pimpinan partai
politik tersebut untuk ditetapkan.

Pimpinan Sementara DPRD menvampaikan nama calon Pimpinan DPRD
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri melalul Gubernur untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal a9

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), sebelum
memangku jabatannva mengucapkan sumpahp/janji yang teksnyva
schagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 di gedung DPRD yvang
dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD scbagaimana pada
ayat (1) karena kondisi kahar tidak dapat dilaksanakan, pengucapan
sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di luar Gedung dan
harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan
kemampuan kevangan Daerah.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji Pimpinan
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 63.

Paragrafl 2
Tugas dan Wewenang Pimpinan DPRD

Pasal 71

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

.

pog

BT

memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil
keputusan;

menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;

menetapkan pembagian tugas antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda
dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;

mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
menyelenggarakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/
imstansi vertikal lainnya;

mewakili DPRD di pengadilan;

melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi
Anggota DPRD sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

menyvampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripuma vang
khusus diadakan untuk itu.

Paragraf 3
Pemberhentian Pimpinan DPRD

24



|1

11

[

-3

Pasal 72

blosa jabaran Pimmone DERD wrhitkog scjuk  tangzal pongacapan

sunnpeah jany parnpinan dan berakhir bersamans dengan herakhicns

rrasi Cabralan keangeotaan DPRD.

Fimpinar DPRE berhentt dan cabacranma scbelom beraklioer  masa

Jahatannya karens:

i meninggal dunia;

. mengzondurkan die sebagai Pioosioeas: DPRTY;

oo rhiberbeatikan sebaga Angepolsy DPED sesual dongan ketenruan
poratursn porundany undangan; atau

d. rhiherteewikan sebygal FBimpinan DPRND.

Fimoinan DDPRTY diberhentikan sebopat Pimpinan DPRD daloan hal:

e Nerhukt melangaer sumpab/jan jabatan dan kode Eok berdasarhan
kepuiusat badan keivormatan: alau

B parta: poliik vang bersanghkuan mengusatkar penberaentian vamng
Dersasiekoan sebagar Pimpauan DPRD seswsl dengan Ketentuan
peraturan perundasno-undangan.

Malam hal ketus DPETY berkens dargabalanova, pers Wekil keoas BERD

menelapkdan salah scorang hantaranys antuk melaksanakan tugas ket

LHPELY sumpal dengan diteapaannya Koo penroanti defiaikt,

Dalem Fal letaa DPRED dan Wak helwa DPRD berhoeno dan jabatanmea

don tersisa Lo (saca] Wakil kerua DPRELE Walal RKerua DPEID vano

bersanghkutan melaksanakan  tagas  keiua DPEDR sampar deogan

diterapkannya kellda penggant rlehontl.

Pasal 32

Fumpinar: BFED iaincya melaperkan usod pemberhentian Pimpinan DERE
dalam rapat paripnlrma.

Femberhentoizn Pimpinan DPFRD dirctapksn dalam rapal panipurna dan
dicerapkar dengan keputuson PR,

Faszal 73
Pirpinat: DPRED metvarmpdikan kepaidsan DPRO tentang pentlerhenlan
Fitnpinary  DPRD kepada  menfern vang  menivelengparaksn argsan
prmerintahan dalarm oeeert maelalor Goberoure sebmoas wakil permerimiah
pusal untuk peresmuat pecilberhentiiannva peliong lambal 7 [ogahl 1arcs
reribung sepak ditetapkan dalam rapat paripurna,
Ciubermur sebagzar walki]l praoermah puasal oenvampinbia Bepransan
PR sendgaimAanad  diemebsod peada e 000 kenods mwenler vene
menvelenggarakan vurusan pemcnmahan dasun neger paling lambat
(rujuazg Thae: terlurumg sejnbk dicerinanya kepunsan DERE.
Fepamrisan DPTRD senavanmnanA chirmaksocl pada avat (1) diserran demngan
Dol (0o rupal pUTIpu oL,

arageot 4
Pongeanti Tionpinan PR

Fusal 75

Pengaanti Pionpinar DPRED vaog: herhents bevassl dae aiad gtk vang
s Jdempran Fimpingm PRETY cange erloenic.
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Calon pengganti Pimpinan DPRD yang herhenti diusulkan oleh pimpinan
partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan
tdengan keputusan DPRD

Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti
Pimpinan DPRD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri melalui Gubemur sebagai wakil pernerintah
pusat,

Pasal 76

Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan
sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musvawarah untuk
menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua
DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DFRD.

Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua
DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 77

Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan
atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan
partai potitik asal Pimpinan DPRD vang berhalangan sementara
mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD vang
berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan
DPRD vang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnyva ditetapkan dengan
keputusan DPRD.

Pasgal 78

Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau
berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD
mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan
tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau
berhalangan sementara.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD
paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD
merjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
divmumkan dalam rapat paripurna dan selanjuinya ditetapkan dengan
keputusan DPRD.

Rapat paripurna scbagaimana dimaksud pada ayat (3] dipimpin oleh
Anggota DPRD paling tua dan fatau paling muda,

Paling lambat 7 {tujuh] Harn terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3], keputusan DPRD disampaikan
kepada menten1 yang menvelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat oleh Pimpinan
DPRD bagl pelaksana tugas Pimpinan DPRD.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan usulan
pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 {tujuh) Harl kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negern terhitung
sejak diterimanya keputusan DPRD.
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Pasal 79

Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan menteri
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 80

Dalam hal Fimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal

T8

terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyal kekuatan hukum tetap:

a.

(1)

(2]

(1)

f2]

(3]
[4)

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD:
dan

Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat

paripurna,

Pasal 81

Pengganti Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan
sumpah/janji vang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 di
gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Retentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji
Pengganti Pimpinan DPRD berlaku secara mutatis mutandis dengan tata
cara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69,

Baman Ketiga
Badan Musyawarah
Pa=al 82

Anggota Badan Musyawarah terdiri dari Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD,
perwakilan pimpinan Komisi dan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap
Fraksi yang diusulkan secara proporsional.
Jumlah Anggota Badan Musyawarah sebanyak 55 (lima puluh lima orang
yaitu:
a. 3 (lima) orang Pimpinan DPRD [ex officio);
b. 50 (lima puluh) orang anggota Badan Musyawarah unsur Fraksi terdiri

dari:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 14 (empat belas)
orang;
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 8 (delapan) orang;
Fraksi Partai (Gerakan Indonesia Raya: 7 (tujuh) orang;
Fraksi Partai Golkar: 7 (tujuh) orang;
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 4 [empat) orang;
Fraksi Partai Demokrat; 3 (tiga) orang;
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 3 (tiga) orang; dan
Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan
Partai Solidaritas Indonesia: 4 (tiga) orang.
ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya sebagai pimpinan
Badan Musyawarah sekaligus merangkap anggota Badan Musyawarah.
Sckretaris DPRD karena jabatannya scbagai sekretaris Badan Musyawarah
dan bukan scbagai anggota Badan Musyawarah.
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Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke Alat
Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa
keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6
(enam) bulan berdasarkan usul Fraksa,

Pasal B3

Badan Musyvawarah mempunyai tugas dan wewenang:

a.  mengoordinasikan sinkromsasi penyusunan rencana kerja tahunan
dan 5 (lima) tahunan DPRD dan seluruh rencana kerja Alat
Kelengkapan DPRD;

b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 ([satu) tahun masa sidang,
sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu
masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;

c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan
garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat

Kelengkapan DPRD vang lain untuk memberikan keterangan atau

penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

menetapkan jadwal acara rapat DPRD;

memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;

merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus, dan

melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
ﬁgcndﬂ DPRD vang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat
diubah dalam rapat paripurna.

Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2] ddak

dapat diselenggarakan, maka pimpinan DPRD dapat mengubah agenda

DPRD yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Setiap angepota Badan Musyvawarah wajib:

a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam
rapat Badan Musyawarah; dan

b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

e S

Bagian Keempat
Komisi
Pasal 84

Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu

komisi

DPED membentuk 5 (ima) Komisi dengan komposisi:

g. HRomisi A dengan jumlah anggota sebanyvak 23 (dua puluh tiga) orang;
terdiri dari:

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 6 (enam) orang;

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 4 (empat) orang;

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 3 (tiga) orang;

Fraksi Partai Golkar: 3 (tiga) orang;

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 2 (dua) orang;

Fraksi Parta: Demokrat: 1 [satu) orang;

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 [satu) crang; dan

Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan

Partai Solidaritas Indonesia: 3 (tiga) orang.

b, Komisi B dengan jumlah anggota sebanvak 23 (dua puluh tiga) orang,
terdir dan:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 6 [enam) orang;
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 4 (cmpat) orang;
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 3 (liga) orang,
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Fraksi Partai Golkar: 3 (tiga) crang;
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; 2 (dua) orang;
FDEMOKRAT: 2 (dua) orang;
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 {satu) orang; dan
Fraksi Partai Amanat Nasional, Partal Nasional Demokrat, dan
Partai Solidantas Indonesia: 2 (dua) orang,.
c. Komisi C dengan jumiah anggota sebanyak 23 {dua puluh tiga) orang,
terdiri dari;
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 7 (tujuh) orang,
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 4 (empat) orang;
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 3 (tiga) orang,
Fraksi Partai Golkar: 3 (tiga) orang;
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 2 (dua) orang;
Fraksi Partai Demokrat: 2 {dua) orang;
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 (satu) orang; dan
Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan
Partai Solidaritas Indonesia: 1 (satu) orang.
d. Komisi D dengan jumlah anggota sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang,
terdiri dari:
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 6 (enam) orang;
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 3 (tiga) orang,;
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 4 (empat) orang;
Fraksi Partai Golkar: 4 (empat) orang;
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 2 [dua) orang;
Fraksi Partai Demokrat: 1 (satu) orang;
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 2 (dua) orang; dan
Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan
Partal Solidaritas Indonesia: 1 (satu) orang.
e. Komisi E dengan jumlah anggota sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang,
teridir dari ¢
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 7 (tujuh) orang;
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 4 (empat] orang,
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 3 (tiga) orang;
Fraksi Partai Golkar: 3 (tiga) orang;
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 2 (dua) orang;
Fraksi Partal Demokrat: | (satu) orang;
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 (satu) orang; dan
Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan
Partai Solidaritas Indonesia: 2 (dua) orang.
Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul
Fraksi pada awal tahun anggaran.
Ketua, wakil ketua, dan sckretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota
Komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dilaporkan
dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tdak
dapat tercapai maka pemilihan pimpinan komisi dilakukan dengan
pemungutan suara.
Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 {cliza)
tahun & [enam) bulan.
Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris
Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau
sekretaris Komisi sehagaimana dimaksud pada ayat [3) sampai dengan ayat
5).
E:;h::n pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komsi
scbagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dari dan oleh anggota Komisi.
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(¥) Calon yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (8] paling banyak 2 (dua) orang Anggota DPRD.

(10) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi
meneruskan sisa masa jabatan yvang digantikan.

(11} Perpindahan Angegota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa
keanggotaannya dalam komisi paling singkat | (satu) tahun berdasarkan
usul Fraksi.

{12} {’mggut.ﬂ DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi
vang digantikan.

Pasal 85

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundanpg-undangan;

b. melakukan pembahasan rancangan Perda;

melakukan pembahasan rencana kerja Pemerintah Daerah;

melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang

lingkup tugas komisi;

e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan
Gubernur sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

f. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah vang
disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;

g. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi
masvarakar;

h. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;

i, melakukan kunjungan kerja dan konsultasi Komisi alas persetujuan
Pimpinan DPRD:;

1. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;

k. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang
lingkup bidang tugas Komisi; dan

. membenkan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil
pelaksanaan tugas Komisi.

an

Pasal 86

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
85 huruf b dapat melibatkan Komisi lain dan/atau Alat Kelengkapan DPRD
terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 87

(1) !’cmbahﬂaan rencana kerja Pemerintah Daerah oleh Komisi: sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 huruf ¢ dilakukan sesuai bidang Komisi masing-

masing bersama organisasi Perangkat Daerah terkait.
(2} Hasil pembahasan rencana kerja Pemerintah Daerah scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagail bahan konsultas: antara Badan
Anggaran dengan Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 avat (35).

Pazal 88

(1) Komisi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 avat (2) horuf a
membidangl pemerintahan meliputi:
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pemerintahan;

keamanan dan ketertiban;

pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil;
komunikasi dan informatika;

hukum/ perundang-undangan;

perizinan;

pertanahan;

kepegawaian Daerah;

sosial politik;

organisasi masyarakat;

kearsipan dan perpustakaan;

pengelolaan aset Daerah; dan

m. pendidikan dan pelatihan kepegawaian.

Komisi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 avat (2] huruf b
membidangl perckonomian meliputi:

HoapteeEosig en AN o w

ketahanan pangan dan logistik;

dunia usaha dan badan penanaman modal; dan

koperasi usaha kecil, usaha menengah, dan dunia usaha

Komisi C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huraf ¢
membidangi Keuangan meliputi :

a. perindustrian;

b. perdagangan;

C. pertanian;

d. perikanan dan kelautan;
¢. peternakan dan kesehatan hewan;
f. perkebunan,

g. kehutanan;

h. pariwisata;

L

I

k.

badan usaha milik Daerah;

perusahaan patungan dan pananaman Modal; dan

badan Layanan umum Daerah.

Komisi D scbagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huraf d
membidangi Pembangunan meliputi

bina marga;

cipta karva;

permukiman dan tata ruang,

perumahan rakyat;

pengelolaan sumber daya air;

perhubungan;

pertambangan;

energi dan sumber daya mineral; dan

lingkungan hidup.

Komisi E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf e
membidangi Kesejahteraan Rakyat meliputi :

ketenagakerjaan;

pendidikan;

ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan teknologi;
kepemudaan dan olahraga;

kecapamaan;

kebudayaan;

sosial;

a. keuangan Daerah,
b. pendapatan daerah;
¢, perpajakan;

d. retribusi;

e, perbankan;

f.

.

h.

SEosAs o

moOorROOoR
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(11

kesehatan;

transmigrasi;
pemberdayaan perempuan;
pelindungan anak; dan
pengendalian Penduduk.

i

Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 89

Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut
Pnrimhangan dan pemerataan anggota Komisi.

Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang
terbanyak,

Jumilah snggota Bapemperda sebanvak 23 (dua puluh tiga) orang anggota
terdiri dari!

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: & [enam) orang;
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 4 (empat) orang,

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 3 (tiga) orang;

Fraksi Partai Golkar: 3 (tiga) orang;

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 2 [dua) orang;

Fraksi Partal Demokrat: 2 (dua) orang;

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 (satu) orang; dan

Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan Partai
Solidaritas Indonesia: 2 (dua) orang.

Anggota Bapemperda diusulkan oleh masing-masing Fraksi.

Pimpinan Bapemperda terdiri atas | (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang
wakil ketua vang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan
prinsip musyawarah untuk mufakat dan dilaporkan dalam rapat paripurna
untuk ditetapkan.

hpahila musyvawarah mufakat sebagalmﬂna dimaksud pada ayat (3) tidak
dapat tercapai maka pemilihan pimpinan Bapemperda dilakukan dengan
pemungutan suara.

Sekretaris DPRD karcna jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda
dan bukan sebagai anggota Bapemperda.

Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 {enam) bulan.
Dalam hal terdapat penggantian ketua, dan/atau wakil ketua, dilakukan
kembali pemilihan ketua, dan/atau wakil ketua, sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dan ayat {G].

Calon pengganti ketua, dan/atan wakil ketua, sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) diusulkan dan dipilih oleh anggota Bapemperda serta
dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan DFRD
lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannva dalam Bapemperda
paling singkat 1 {satu) tahun berdasarkan usul Fraksi

SR oeAnTE

Pasal 90

Bapemperda mempunyal tugas dan wewenang:

H.

menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urut rancangan
Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai
alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
mengoordinasikan  penyusunan Propemperda antara DPRD  dan
Pemerintah Daerah;
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menylapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan
usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas vang telah ditetapkan:
melakukan pembahasan rancangan Perda atas usulan Bapemperda;
mengikuti pembahasan rancangan Perda yvang digjukan oleh DPRD dan
Pemerintah Daerah;

memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda
vang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan
Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;

mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan
materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi
dan/atau Panitia Khusus;

memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang
ditugaskan oleh Badan Musyawarah;

melakukan kajian Perda; dan

membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan
menginventarisasi permasalshan dalam Pembentukan Perda sebagai
bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 91

Anggota Badan Anggaran terdiri dari Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD,

ketua-ketua Komisi dan unsur Fraksi yang diusulkan secara proforsional,

Jumlah anggota Badan Anggaran sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang

yaitu:

a. 3 (lima) orang Pimpinan DPRD (ex officio);

b, 5 (lima) orang ketua Komisi;

c. 29 (dua puluh sembilan) orang anggota Badan Anggaran unsur Fraksi
terdiri dari :

Fraksi Partal Demokrasi Indonesia Perjuangan: 8 (delapan) orang;

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 5 (lima) orang;

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Rava: 4 (empat) orang;

Fraksi Partai Golkar: 4 (empat) orang;

Fraksi Partal Keadilan Sejahtera: 3 (tiga) orang;

Fraksi Partai Demokrat: 2 (dua) orang;

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 {satu) orang; dan

Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan

Partai Solidaritas Indonesia: 2 {dua) orang.

Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD karena jabatanya adalah ketua dan

wakil ketua Badan Anggaran sekaligus merangkap sebagai anpgota Badan

Anggaran.

Susunan ketua, wakil ketua dan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan

dalam rapat paripurna.

Sekretaris DPRD karena jabatannya sebagai sekretaris Badan Anggaran

dan bukan sebagai anggota.

Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan

DPRD lainnya hanva dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam

Badan Anggaran paling singkat 1 {satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

D -1 Oh Cn P Bd bd =

Pasal 92

Badan Anggaran mempunval tugas dan wewcnang:
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memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPFED kepada
Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan
Gubernur tentang rencana kerja Pemerintah Dacrah ditetapkan;

untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan
KUAdan PPAS,

memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan
rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan
APBD, dan rancangan Perda tentang perlanggungiawaban pelaksanaan
AFBD;

melakukan penvempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda  tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda lentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;

melakukan pembahasan bersama tim anpgaran Pemerintah Daerah
terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan olch
Gubernur; dan

memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyvusunan anggaran
helanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 93

Anggota Badan Kehormatan DPRD berjumlah 9 (sembilan) orang, dengan
komposisi:

Fraksi Partai Demolkrasi Indonesia Perjuangan: 2 (dua) orang;

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 1 (satu) orang,

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 1 (satu) orang;

Fraksi Partai Golkar: 1 (satu) orang;

Fraksi Partai Keacdilan Sejahtera: 1 (satu) orang;

Fraksi Partai Demokrat: 1 (satu) orang;

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 (satu) orang; dan

Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan Partai
Solidaritas Indonesia: 1 {satu) orang.

Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu] orang ketua dan 1 (satu)
orang wakil ketua vang dipilih dari dan cleh anggota Badan Kehormatan.
Angpota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna
berdasarkan usul dari masing-masing Frakst.

Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke Alal
Kelengkapan DPRD lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya
dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 {dua) tahun 6 (enam) bulan
berdasarkan usul Fraksi.

Angeota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan
Kehormatan yang digantikan,

Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu olch
Sekretariat yang seccara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
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Pasal 94

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD

: terhadap sumpah /janji dan Kode Etik;

b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etk
vang dilakukan Anggota DPFRD;
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¢.  melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan
Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masvarakat; dan

d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan,
verifikasi, dan klarilikasi schagaimana dimaksud pada huruf c kepada
rapat paripurna.

Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat,

kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarilikasi scbagaimana

dimaksud pada avat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta

bantuan dari ahli independen.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Badan
Kehormatan berwenang:

H.

(1}

(2}

(3}

(4}

(1]

(2}

(3}

memangg! Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran
sumpah {janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikast atau pembelaan
atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

meminta keterangan pengadu, saksi, atau pihak lain vang terkait termasuk
meminta dokumen atau bukti lain; dan -
menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukt melanggar
sumpah /janji dan Kode Etik.

Pasal 96

Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan
pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD sccara tertulis kepada
Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai
wenlitas pelapor yang jelas dan buki dugaan pelanggaran.

Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan pding lama 7 (tujuh) Hari
terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pimpinan DPRD tidak menerusksan pengaduan kepada Badan Kehormatan,
Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas,
Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] kepada Badan Kehormatan

Pasal 97

Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Paszal 96,

Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi

dengan cara:

a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu,
dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau

b,  memverifikas: dokumen atau bukti lain vang terkait,

Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan

dituangkan dalam berita acara.

Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil

penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
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Pasal 98

Dalam hal teradu terbukt melakukan pelanggaran atas sumpah/janji,

Kode Etik, dan/atau Tata Tertib DPRD, Badan Kehormatan menjatuhkan

sanksi berupa:

a, teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan Alat Kelengkapan
DPRD;

d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD;
dan/atau

¢. mengusulkan pemberhentian sebapal Angpota DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan

Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢ dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang

bersangkutan, pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai  politik yang

bersangkutan.

Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2] menyatakan bahwa teradu terbukti

bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat

kesalahannya.

Dalam hal Keputusan Badan Rehormatan scbagaimana dimaksud pada

ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian =ebagal Anggota

DPRD, Pimpinan DPRD menyvampaikan keputusan tersebut kepada

pimpinan partai politik vang bersangkutan.

Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (6], dalam jangka

walktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan

diterima, menyvampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya

kepada Pimpinan DPRD.

Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan

usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat {7), Pimpinan DPRD

menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD tersebut berdasarkan

keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat [5)

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negerimelalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

Pasal 99

Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai
pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan Alat
Kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak
diumumkan dalam rapal paripurna.

Jadwal rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Badan Musyvawarah paling lama 10 {sepuluh) Hari terhitung sejak
keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 100

Keputusan Badan Kehormatan mengenal penjatuhan  sanksi  berupa
pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuail dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedelapan
. Panitia Khusus dan Panitia Angket

Pagal 101

Panitia Khusus dan Panitia Angket dibentuk dalam rapat paripurna atas

usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.

Pembentukan Panitia Khusus, dan Panitia Angket ditetapkan dengan

keputusan DPRD.

Pembentukan Panitia Khusus dalam wakiu yang bersamaan paling banyak

sama jumlahnya dengan Komisi.

Masa kerja:

a. Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas Pembentukan
Perda atau paling lama & (enam| bulan untuk tagas selain
Pembentukan Perda

b. Panitia Angket paling lama 60 (enam puluh) Hari.

Panitia Khusus dan Panitia Angket melaporkan tugas sebelum alkchir masa

kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 102

Jumlah anggota Panitia Khusus sebanyak 25 [dua puluh lima) orang,
Jumlah anggota Panitia Angket sebanvak 25 (dua puluh lima) orang.
Anggota Panitia Khusus dan Panitia Angket terdiri atas anggota Komisi
terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi, dengan komposisi
sebagai berikut:

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 7 (tujuh) orang;
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 4 (empat) orang;

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 4 (empat) orang;

Fraksi Partai Golkar: 4 (empat) orang;

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 2 {dua) orang;

Fraksi Partai Demokrat: 1 (satu) orang;

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 (satu) orang; dan

Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan Partai
Solidaritas Indonesia: 2 (dua) orang

Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 ayat (1), DPRD membentuk Panitia Angket yang terdiri atas
semua unsur Fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.

Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dan Panitia Angket dipilih dari dan
oleh anggota Panitia Khusus/Panitia Angket.

Panitia Khusus dan Panitia Angket dalam melaksanakan tugasnya dibantu
oleh Sekretariat DPRD.

PR oM A0 P

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 103

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk
Kelompok Pakar atau Tim Ahli.

Kelompok Pakar atau Tim Ahli pada Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan
diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan
kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Alat
Kelengkapan DPRIL.

Kelompok Pakar atau Tim Ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas
dan wewenang DFRD vang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.
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Kelompok Pakar atau Tim Ahb paling sedikit memenuhi persayaratan:
a. berpendidikan serendah-rendahnya:

1. strata satu (S 1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima)

tahun;

2. strata dua (S 2) dengan pengalaman kena paling singkat 3 (tiga)
tahun; atau

3. strata tiga (S 3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu)
tahun;

b. menguasal bidang vang diperlukan; dan

¢,  menguasal tugas dan fungsi DPRD.

Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bekerja dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD, meliputi:

a. pendampingan dalam rapat DPRD,

b. pendampingan dalam kunjungan kerja;

c, pendampingan dalam  koordinasi dan |konsultasi  kegiatan
pemerintahan,

d. penyiapan, pengkajian dan penelaahan Perda dan Peraturan DPRD.

e. penyviapan bahan, materi, makalah, naskah atau sejenisnya bagi
Pimpinan DPRD atau Fmggnta DPRI; dan

., penugasan lainnya sesual dengan tugas dan kewenangan DPRD.

Pemberian honorarium kepada Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan kemampuan keuangan Dacrah.

Kriteria, jumlah, dan pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahh

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
RENCANA KERJA DPRD

Fazal 104

Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat
Kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya diserahkan kepada
Pimpinan DPRD.

Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris
DPRD untuk dilakukan penyelarasan.

Hasil penyvelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan
DPFRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan
Keputusan DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.
Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi
pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan
anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

Pasal 105

Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja
dalam rapat paripurna setiap akhir tahumn.

Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana
kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

Pasal 106

Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dapat
dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.
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Perubahan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diusulkan oleh Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinys
dan diserahkan kepada Pimpinan DPRD sebelum penyerahan KUA dan
PPAS APBD perubahan kepada DPRD. |

Perubahan rencana kerja DPRD scbagaimana dimaksud pada avat (1),
flibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD.

BAB VII
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 107
DPRD mempunyai hak:
a, interpelasi;
b. angket; dan

c. menyatakan pendapat. -
Anggota DPRD mempunyai hak:

4. mengajukan rancangan Perda;

b. mengajukan pertanyaan;

. menyampaikan usul dan pendapat;

d. memilih dan dipilih;

e. membela diry;

[, imunitas;

g. mengikuti orientast dan pendalaman tugas;

h. protokoler; dan

i, keuangan dan administratif.
Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 108

Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1} huruf a
adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai
kebijakan Pemerintah Daerah yvang penting dan strategis serta berdampak
luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diusulkan oleh paling sedikit 15 {lima belas) orang Anggota DPRD dan lebih
dari 1 {satu) Fraksi.

Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada avat (2
disampaikan kepada Pimpinan DPFRD, vang ditandatangani oleh para
pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD untuk
dilaporkan pada rapat paripurna.

Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada avat (2] diserta
dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah:
dan

b. alasan permintaan keterangan.
Pagal 109
Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
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a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;

b. Anggota DPRD lainnyva memberikan pandangan melalui Fraksi atas
penjelasan pengusul; dan

c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota
DPRD.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD

apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari

1/2 {satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan

persetujuan lebih dari 1/2 [satu perdua) jumlah Anggota DPRD yvang hadir.

Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi

memperoleh keputusan dalam rapat paripuma.

Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebegaimana dimaksud pada

ayat (2] disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Paszal 110

Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Gubernur:

a. Gubernur hadir memberikan penjelasan; dan

b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.

Dalam hal Gubernur berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan
sehagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a, Gubernur menugaskan
Wakil Gubernur ataupejabat terkait untuk mewakili.

Pandangan DPRD atas penjelasan Gubernur ditetapkan dalam rapat
paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.,

Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan
puntuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Gubernur
dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan

Bagian Ketiga
Hak Angket

Pasal 111

Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huraf b

adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan

Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada

kehidupan masvarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan

oleh paling sedikit 15 {lima belas) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1

isatu) Fraksi.

Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada Pimpinan DPRD, vang ditandatangani oleh para pengusul dan

diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD untuk diputuskan pada

rapal panpurna.

Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada avat (2} disertai

dengan dokumen yang memuat paling sedikit;

a, materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang akan disclidiki; dan

b. alasan penyelidikan.

Pasal 112

Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
a. pengusul menvampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
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b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
dan
¢. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika
mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit
3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil
dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota
DPRD vang hadir,
(3] Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket
memperodeh keputusan dalam rapat paripurna,
(4] Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
a. membentuk Panitia Angket vang terdir atas semua unsur Fraksi vang
ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
b, menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara terntulis
kepada Gubernur,
{5) Dalam hal DPRD menclak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat
digjukan kembali.

Pasal 113

{1) Panitia Angket dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat
Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yvang dianpgap
mengetahui atau patut mengetahul masalah vang diselidiki untuk
memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau
dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

{2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yvang
dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan
DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(3} Dalam hal pecjabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga
masyarakat telah dipanggil denpgan patut secara berturut-turut tidak
memenuh: panggoilan DPRD dapat memanggll seccara paksa dengan
bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
poraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Dalam hal hasil penvelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 diterima
oleh DFRED dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian

proses tindak mdana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna
paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya Panitia Angket

Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 116

(1} Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat
(1) huruf ¢ adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap
kebijaken Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa vang terjadi di
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b Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi:
dan
c.  pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
[2] Usul schagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika
mendapat persetujuan dari rapat paripurna vang dihadiri paling sedikit
3/4 |uga perempat) darn jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil
dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota
DPRD yang hadir,
(3] Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket
memperoleh keputusan dalam rapart paripurna.,
(4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
a. membentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang
ditetapkan dengan keputusan DFRD; dan
b. menvampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis
kepada Gubernur.
(53} Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul terscbut tidak dapat
diajukan kembali.

Pasal 113

[1) Pamitia Angket dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat
Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap
mengetahui atau patut mengetahui masalah vang diselidiki untuk
memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau
dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2] Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat vang
dipanggil sebagaimana dimaksud pada avat (1) wajib memenuhi panggilan
DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3] Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga
masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak
memenuhi panggilan DPRD dapat memanggil secara paksa dengan
bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 diterima
oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menvershkan penyelesaian

proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna
paling lama 60 {enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknva Panitia Angket

Bagian Keempat
Hak Menvatakan Pendapat
Pasal 116

(1] Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat
(1) huruf ¢ adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap
kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa vang terjadi di
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Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak
lanjut pelaksanaan hak interpelas dan hak angket.

Pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam
pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang Anggota
DPRED dan lebih dari | (satu) Fraksi.

Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para
pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD untuk
diputuskan pada rapat paripurna.

Pengusulan hak menyatakan pendapat scbagaimana dimaksud pada avat
{2) disertai dengan dokumen vang memuat paling sedikit:

a. maleri dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan

b.  materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD
disampaikan dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dan
Badan Musyawarah

Pasal 117

Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan

tahapan:

a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;

b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;

c. Gubernur memberikan pendapat; dan

d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan
pendapat Gubernur.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyvatakan

pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang

dihadin paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan

putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari

Jjumlah Anggota DPRD yang hadir.

Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada avat (1) udak

dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat

ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing

tidak lebih dari 1 (satu) jam.

Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada

avat (3] jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat

menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.

Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat {(4) belum

juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapit dapat

diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah,

Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan

pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan

DPRD vang memuat;

a. Pernyataan pendapat;

b. saran penyelesaiannya; dan

£, peringatan.

Bagian Kehma
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragrafl 1
Hak Mengajukan Rancangan PERDA
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Pasal 118

Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.

Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada

Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara

tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayvat (2] oleh Pimpinan DPRD

disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.

Berdasarkan  hasil pengkajian Bapemperda, Pimpinan DPRD

menvampaikan dalam rapat paripurna.

Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kescmpatan memberikan

penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud

pada avat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan

b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para
AnggotaDPRD lainnya.

Usul prakarsa sebelum diputuskan memjadi prakarsa DPRD, para

pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.

Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi

prakarsa DPRD.

Tata cara pembahasan rancangan Perda atas prakarsa DPRD mengikuti

ketentuan vang berlaku dalam pembahasan rancangan Perda atas

prakarsa Gubernur.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 119

Betiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah
Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara
lisan maupun secara tertulis,

Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada
avat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu
vang disepakati bersama.

Paraprafl 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 120

Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan
pendapal baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan
DPRD.

Usul dan pendapat schagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan
kepatutan sesuai Kode Etik,

. Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 121

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan Alat
Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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Paragral 5
Hak Membela Diri

Pasal 122

Anggota DPRD yvang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik
dan Tata Tertib DPRD diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau
memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

11)

1<)

(3)

(1)

2)

&)

(4)

(1]

(2)
2]

Paragraf &
Hak Imunitas

Pasal 123

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena
pernyvataan, pertanyaan dan/atau pendapat vang dikemukakan baik
secara lisan maupun tertulis di dalam rapat-rapat DPRD ataupun diluar
rapat-rapat DPRD vang berkaitan dengan fungs: serta tupas dan wewenang
DPRD.

Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karens pernyataan,
pertanyvaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD
maupun di luar rapat DPRD vang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan
wewenang DPRD.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) tidak berlaku dalam hal
Anggota DPRD vang bersangkutan mengumumkan materi yang telah
disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang
dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Onentasi dan Pendalaman Tugas

Pazal 124

Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan
tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannyva dan
mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya,

Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh
pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Sekretarial DPRD, partai politik,
atau perguruan tinggi.

Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota
DPRD dibebankan pada penyelenggara

Angegola DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman
tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Pasal 125

Selain hak Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, sctiap
Anggota DPRD dapat mengajukan usul inovasi dalam rangka peningkatan
kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

inovasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah semua bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam merumuskan kebijakan inovasi Pemerintahan Daetrah, Anggota
DPRD mengacu pada prinsip:

a. peningkatan efisiensi;
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perbaikan efektivitas;

perbaikan kualitas pelayanan;

tidak ada konflik kepentingan;

berorientasi kepada kepentingan umum;

dilakukan secara terbuka;

memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan

. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri
sendiri.

{4) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan dalam

rapat paripurna.

m pli = B A A B

Paragraf 11

Hak Protokoler
. Pasal 126

Hak Protokoler adalah hak Anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan
berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kencgaraan atau dalam acara
resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Hak Keuangan dan Administratil

Pasal 127

(1) Hak keuangan dan administratif diberikan kepada Pimpinan DPRD dan
Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan DPRD dan
Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah,

(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya setiap Anggota DPRD dapat
difasihitasi staf adminitrasi yang bertugas untuk membaniu Anggota DPRD.

(4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada
avat (1), dan tunjangan sebapaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
aleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentusn peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 128

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

4. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan menaati segala peraturan perundangundangan;

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok,

dan golongan;

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;

menaati prinsip demokrasi dalam penvelenggaraan Pemerintahan Daerah:

menaati Tata Tertib DPRD dan Kode Etik DPRD;

menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam

penvelenggaraan Pemerintahan Daerah;

e
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menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
sccara berkala;

menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyaralkar;
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada
konstituen di daerah pemilihannva; dan

melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah
menjabat.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 124

Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :

a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;

b. hakim pada Badan Peradilan; atau

c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasgional Indonesia/Kepolisian
Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau badan lain vang anggarannva
bersumber dan anggaran pendapatan dan belanja negara/ APBD.

Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural

pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau

pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan

tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagal Angeota DPRD.

Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme seria

dilarang menerima gratifikasi

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 130

Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan
Kehormatan.

Anggota DPRD wvang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai
sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Anggota DPRD vyang dinyvatakan terbukti melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) berdasarkan putusan
pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi
pemberhentian sebagai Anggota DPRD,

Bagian Ketiga
Jenis Sanksi

Pasal 131

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 avat (1] berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atan
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c. diberhentikan dar pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 132

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada
Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat
Anggota DPFRD vang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan/atau melanggar ketentuan
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130.

(1)
(2
()

(4]

(1)
()

(3)

17

&)

BAB X
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pazal 133

Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah fjanji Anggota
DPED.

Tahun sidang dibagi dalam 3 {tiga) masa persidangan.

Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada
persidangan terakhir dar 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses
ditiadakan.

Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan
tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah  selesainva
pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan
perundang-undangan

Pasal 134

Masa reses dilaksanakan paling lama 8 (delapan) Harl dalam 1 (satu) kali
reses yang digunakan untuk tatap muka dan/atau peninjauan lapangan.
Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling
lambat 3 (tiga] Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang
mudah diakses.
Masa reses Anggota DPRD  secara perseorangan  atau  kelompok
dilaksanakan dengan memperhatikan:
~a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD dan
anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten,kota di Daerah
pada daerah pemilithan yang sama;
b, rencana kerja Pemerintah Dacrah;
c. hasil pengawasan DFRD selama masa sidang; dan
d. kebutuhan konsultasi publik dalam Pembentukan Perda.
Setiap pelaksanaan reses Anggota DPRD didampingi oleh staf Sekretariat
DPRD.
Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar
pertimbangan Badan Musyawarah,

Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan
DPRD, paling sedikit memuat:

a. waktu dan tempat kegiatan reses;

b, tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyvarakat: dan

¢. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

Laporan hasil pelaksanaan reses oleh Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (6} disampaikan dalam rapat paripurna.

Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6], tidak dapat melaksanakan reses berikutnya,
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Pasal 135

Dalam hal reses dilaksanakan untuk tatap muka scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 136, reses dilaksanakan dengan menghadirkan konstituen.
Konstituen yvang hadir dalam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 136

Untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD, Alat
Kelengkapan DPRD, danjatau Anggota DPRD atau kelompok vang terdiri
dan beberapa Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja di dalam
Daerah, keluar Daerah maupun keluar negeri sesuai dengan kebutuhan
dan kepentingan, dan melakukan kunjungan daerah pemilihan,

Dalam hal dilakukan kunjungan kerja di dalam Daerah, maka kunjungan
kerja paling lama 3 (tiga) hari.

Dalam hal dilakukan kunjungan kerja di luar provinsi dalam Pulau Jawa,
maka kunjungan kerja paling lama 4 (empat) hari.

Dalam hal dilakukan kunjungan kerja keluar daerah di luar Pulau Jawa,
maka kunjungan kerja paling lama 6 [enam) hari.

Dalam hal dilakukan kunjungan kerja ke luar negeri, maka kunjungan
kerja paling lama 7 (tujuh) hari.

Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
mendapatkan persetujuan tertulis menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3], ayat (4)
dan ayat (3), dapat dilaksanakan diluar hari kerja dengan
mempertimbangkan asas kewajaran dan kepatutatan,

Dalam hal hari libur yang jatuh pada hari kerja, maka dapat dipergunakan
uniuk keberangkatan dan kepulangan kunjungan kerja.

Keberangkatan kegiatan kunjungan kerja dan  pengawasan  dapat
dilaksanakan setelah kegiatan rapat-rapat DPRD.

Alat Kelengkapan dan/atau Anggnta DPRD atau kelompok yang terdiri dari
beberapa Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja, wajib
menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya kunjungan kerja.

Kunjungan kerja harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Untuk keperluan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan sarana dan fasilitas.

Pasal 137

Kunjungan dacrah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat
1) dapat dilaksanakan di luar hari kerja,

Anggota DPRD atau kelompok vang terdiri dar beberapa Anggota DPRD
yvang melakukan kunjungan daerah pemilihan. wajib menyampaikan
laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah selesainya kunjungan daerah pemilihan,

Kunjungan daerah pemilihan harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
Untuk keperluan kunjungan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) disediakan sarana dan fasilitas sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
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Pasal 138

(1} Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dan ke luar
negeri dengan biaya APBD sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2} Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan anggaran vang tersedia,

(3) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan atas biaya pengundang,
perjalanan dinas harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan DFRD.

(4) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri dengan
anggaran vang tersedia wajib memperoleh izin tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 139

(1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
a. rapat paripurna;
rapat Pimpinan DPRD;
rapat Fraksi;
rapat konsultasi;
rapat Badan Musyawarah;
rapat Komisi;
rapat Badan Anggaran,
rapat Bapemperda;
rapat Badan Kehormatan;
rapat Panitia Khusus;
rapat Panitia Angket;
rapat gabungan Komisi;

, rapat kenja;
rapat dengar pendapat; dan
rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat pﬂ.npurna merupakan forum rapat tertinggl Anggota DPRD yang
dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DFRD.

(3] Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapatpara anggota Pimpinan DPRD
vang dipimpin olech Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

{4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yvang dipimpin oleh
pimpinan Fraksi.

(3) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan
pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan Alat ketengkapan DPRD vang
dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

(6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah
vang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.

(7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yvang dipimpin oleh ketua
atau wakil ketua Komisi.

(8} Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang
dipimpin olch ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.

{9) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin
oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.

(10} Rapat Badan Kchormatan merupakan rapat anggota Badan Rehormatan
yvang dipimpin oleh ketua atan wakil ketua Badan Kehormatan,

{11) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Khusus.

(12] Rapat Panitia Angket merupakan rapat anggota Panitia Angket yang
dipirnpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Angket.

(13) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antarkomisi vang dipimpin olech
Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

CHpTETSIE AN P
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Rapat kerja merupakan rapat yang dilakukan oleh Badan Anggaran,
Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Panitia Khusus, Panitia Angket
dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Rapat dengar pendapat merupakan rapat yang dilakukan oleh Komisi,
gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Panitia Khusus, atau
Panitia Angket dan Pemerintah Daerah.

Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat yang dilakukan oleh
komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Panitia Khusus,
atau Fanitia Anglket dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan
sSwaste.,

Pasal 140

Rapat paripurna terdiri atas:

a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan

b. rapat paripurna untuk pengumuman.

Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:

a. Gubernur;

b. pimpinan Alat kelengkapan DPRD,; atau

c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 {satu perlima) dari
jumiah Anggota DPRD vang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua DPRD atau Walkil

Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan

Musyvawarah.

Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda

wajib dihadiri eleh Gubernur.

Pazal 141

Peclaksanaan rapat-rapat DPRD dilaksanakan secara tatap muka dan dapat
dilaksanakan secara virtual menggunakan teknologi informasi sesuai
dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pelaksanaan rapat secara virtual sebagaimana dimaksud paca
ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD,

Fasal 142

Hasil rapat paripurna dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan
DPRD.

Hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.
Hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan
Alat Kelengkapan DPRD..

Pasal 143

Scbap rapat ci DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang
dinyatakan tertutup.

Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan
secara lerbuka.

Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada avat (2}, rapat DPRD
dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan
kesepakatan peserta rapal.

Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.

Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib
disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat
lertutup vang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
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Pembicaraan dan keputusan .yang telah disepakati dalam rapat tertutup
untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta
rapat kepada pihak lain atau publik.

Sctiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau
keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib
merahasiakannya.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (6) dan
avat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 144

Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.

Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD,
pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan
efisiens: dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan
Daerah,

Rapat paripurna dapat dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi
kondisi kahar dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 145

Setiap Anggota DPRD wajib menghadini rapat DPRD, scsuai dengan tugas
dan kewajibannya.

Anggola DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada
avat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna secara fisik dapat
diumumkan.

Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat
tersendiri.

Angpota DPRD yvang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib
memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 146

Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daecrah dapat
mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang
telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu
atau mengenal masalah vang akan dibahas..

Usul perubshan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara
tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah vang diusulkan.
Pimpinan DPRD mengajukan usul perubshan, schagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
Agenda DPRD yang telah ditetapkan Badan Musyawarah hanya dapat
diubah dalam rapat paripurna.

Pasal 147

Untuk sectiap rapat paripurna dibuat nsalah, yvang merupakan catatan
rapat paripurna, yang dibuat secara lengkap seluruh jalannya pembicaraan
vang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:

a. jenis dan sifat rapat;

b. hari dan tanggal rapat;

c. ternpat rapat;

d, acara rapat;
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h. undangan vang hadir,

Hisalah  rapal pariparna . scbagaimana dunaksud  pada ayar 1]
Altardatangani cleh plmpinan rapat.

Forkrotans rapat raripurna scbagaumana demoksod pada avatl (1 haead T
acdalal Sekreraris DPRD atau pejubat dilingkangac Sekeclacial DPRD vang
ditnamuabkl ke ang aleh Sekreraris PRI

Sekrrlaris rapal menvasun ocesalab oarukl dimagikan kepadn sopanla lon
Fhak vane Dersanekotan sewelal rapant se esal,

asal 145

Cradacn setiar rapal DPELD keoual eapal raeipalrma, dilndal catsian rapasl dan
laparan  smegkar vang  ditandatangan:  oleh pimpinan rapac vang
rersataloatan.

Cataran rapenn selugamsema dimaobksed poda ovat (1), mencrod pokok
preanlacaraar, kesienpulanoadang mana kepsodsaan sang, deheasilkon.

Lapoean sinmuka sebagaimana dirmahestd peracdn avarn 1] meamaal kesompyilan
dan/atou kepulusan rapat.

Sekrelrs il Secepa e menyusun laporiae siigkal cdan valatan eapal
aementara untuk segera dibambae: Kepada Angecta OPRD dan pihak vang
Pursanskuatan seielab rapatl selesan by lmmhat 2 ddua)l han seicelah
stlesdi rapAl.

st Anspols DPRD dor pibak vang bersanokulae diber kesempaizan
unruk meregadakon kercksi toerhadap catalan repar semontara dalam
waltu dua han sejak ditcrimanya catatan rapat sameniarn rersebod dan
rnemvarnpaikan iy kepidda sekraiams sanat vang hersangkoitac.

Faxsal 140

Dolamm menghw i rapdl paripurms, Puopinan DPRTY den Angeola DERD
mengenakan pakalan:

.

h.

sinil lenglkap dan berpect calam hal o rapat cnsucapan sumpahy ool
AngpekiA TIPRD ckan Pirepnan TIPRTY;

sipl baran dalam fab capal divencanakan tillak skan mengamhil kepulasan
DFRED: dan

sipil resmi g lErn bk rapnn doeemosanasken seam rengammdal kepoinsan DEPRTE

Fasal 120

Dislam hi: melakckon kanjung kKeop alaw perongaolan lpongai, slaly g
teriena. Punpiian DPREY dan Anggota DPRD onanakal palse i sipak harian atao
pakamn dinas harian lenean panjang. atwg pakaisn vang bercirikan chas

Dracrah,
BAaBE XI
FLMHOGAMUILAN KEPLUTLSAN
Fasul £5]
(11 Premeammhidan krepuiusan Jdaian reper 1XPRD padd  dlasarnya

[<]

dilakubkandengan cara musvawarah untuk mudakat,
Dralarm hal cara poengombilan keputusan seongainana dimadsod poda avat
(1} wduk wreapat, Eepuiusan dionbl berdasackon saara techanvak.
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Pasal 152

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat
DPRD yang bersifat pengumuman.

. Pasal 153

Kapat paripurna memenuhi kuorum apabila;

a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota
DPRD;

b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 {dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD
untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan
PERDA dan APBD; atau

¢. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk
rapat paripurna selain rapat sebegaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf

Keputusan rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dinyatakan sah apabila:

a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota
DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a;

b. disetqgjui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang
hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau

¢. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1) huraf c.

Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi,
rapat ditunda paling banyak 2 [dua) kal dengan tenggang waktu masing-
masing tidak lebih dari 1 [satu) jam.
Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada
avat (3] kuorum scbagaimana dimaksud pada avat (1) belum juga
terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari
atau sampai wakiu vang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayvat (4) kuorum
schagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b untuk
menctapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan
penyelesaiannya diserahkan kepada menteri vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negen

Apahila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4], kuorum

schagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, pengambilan
keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan

pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6} dilakukan dengan

musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(7} tidak tercapai, keputusan diambal berdasarkan suara terbanyak.

Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat vang

ditandatangani oleh pimpinan rapat,

Pasal 154

Dalam hal rapat Alat Kelengkapan DPRD dalam mengambil keputusan,
dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadini secara fisik dan/atau
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virtual oleh paling sedikit 50 % {lima puluh persen) ditambah 1 (satu)
anggota Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu)
Fraksi.

(2] Dalam hal rapat yvang dilakukan oleh Badan Anggaran, dinyatakan
memenuhi kuorum apabila dihadini secara fisik oleh paling sedikit 50 %
(lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota Alat Kelengkapan DPRD
vang bersangkutan dan lebih dari 1 {satu) Fraksi.

(3] Apabila kuvorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2) tidak
terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu
masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4] Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] belum juga terpenuhi, rapat tetap
dilaksanakan dan dianggap telah memenuhi kuorum.

(5] Dalam hal rapat Alat Kelengkapan DPRD mengambil keputusan,
keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dan
anggota Alat Kelengkapan DPRD yang hadir.

Pasal 155

Setiap keputusan rapat DPRED, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakal
maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk
ditindaklanjuti cleh semua pthak yvang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB Xl
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 156

(1} Anggota DPRD berhenti antarwakiu karena:

a. meninggal dunia;

b, mengundurkan din; atan

c. diberhentikan,

(2] Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b ditandai
dengan surat pengunduran diri dari vang bersangkutan, mulai berlaku
terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran dirl atau
terhitung sejak tangeal vang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(3} Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ jika:

a. tidak dapat melaksanakan tugas sccara berkelanjutan atau
berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tga) bulan
berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;

¢, dinyvatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yvang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat Alat Kelengkapan DPRD
vang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 [enam) kal berturut-
turut tanpa alasan yang sah;

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
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f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan
Ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemilihan umum;

g. melanggar ketentuan larangan scbagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan;

h, diberhentikan scbagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau

i. menjadi anggota partai politik lain..

Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf ¢, huruf f, atau huruf

g

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat (3) juga berlaku

bagi Anggota DFRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau

pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 157

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1)
bhurufl a dan huruf b serta ayat (3} huruf ¢, huruf e, hurafl h, dan huruf 1
diusulkan eolch pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan
tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri.

(1)

(2]

(3]

(4]

&

Pasal 158

Paling lama 7 [tujuh) Har terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Pimpinan DPRD menyampaikan
usul pemberhenttan  Anggota DPRD kepada menteri yvang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur
sebagai walkil pemerintah pusat untuk memperoleh peresmian
pemberhentian.

Apabila setelah 7 (mjuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan
pemberhentian Anggota DPRD kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian
anggota DPRD  kepada menteri wvang menyelenggarakan wurusan
pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat.

Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, Gubernur sebagai wakil pemerintah, pusat menyampaikan
usul pemberhentian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Seckretaris DPRD tidak
melaporkan proses pemberhentian Angpota DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan
usulan pemberhentian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negen.

Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada avat (3], Pimpinan DPRD Iangs.ung menyampaikan usul
pemberhentian Anggota DPRD kcpadﬂ. menteri vang menvelecnggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri.
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Pasal 159

Keputusan  pemberhentian  Anggota DPRD  oleh menteri  vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak
tanggal ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan wurusan
pemerintahan dalam negeri, kecuali untuk peresmian pemberhentian
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) huruf c
mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Pasal 160

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158
ayat (3] huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah
adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan
Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masvarakat
dan/atau pemilih.

Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota DPRD
sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan
kepada rapat paripurna.

Paling lama 7 (twuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan vang telah
dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
FPimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada
pimpinan partai politik vang bersangkutan.

Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan
usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan
schagaimana dimaksud pada avat (2) dari Pimpinan DPRD.

Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada avat (3)
tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya
sehagaimana dimaksud pada ayvat (4), Pimpinan DPRD meneruskan
keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada menteri yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7
(tujuh] hari setelah berakhirnya batas waktu penvampaian keputusan
tentang pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk
memperoleh peresmian pemberhentian.

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian
scbagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat menvampaikan keputusan tersebut kepada menteri vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Ketentuan mengenai peresmian  pemberhentian oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negen sebagaimana
dimaksud pada ayat (5] berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 161

Retentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
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(2] Ketentuan mengenai pemberhentian Anggota DPRD oleh menteri yvang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 162

Dalam hal Anggota DPRD berhenti antar waktu karena mengundurkan diri dan
pimpinan partal politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan
DPRD, dalam wakiu paling lama 7 (tujuh) Har terhitung sejak vyang
bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD, Pimpinan
DPED meneruskan usul pemberhentian Anggota DPFRD kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur
scbagai wakil pemerintah pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Bagian Kedua
Pengegantian Antarwaktu

Pasal 163

(1] Anggota DPRD vang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 158 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yvang memperoleh
suara. terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan
suara dari partai politik vang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon Anpggota DPRD yvang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri,
meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi svarat sebagai calon Anggota
DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh
calon Anggota DPRD yvang memperoleh suara terbanyvak urutan berikutnya
dari partai politik vang sama pada dacrah pemilihan yang sama.

(3] Dalam hal terdapal masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan
calon Anggota DPRD wvang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai
potitik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
partal politik.

(4] Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partal atau
sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3], kepengurusan partai
politik tingkat pusat vang dapat mengusulkan penggantian merupakan
kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah
mempercleh  kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 164

{1] Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD vang diberhentikan
antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan
melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan
suara partai polittk yvang bersangkutan yang telah dilegalisir kepada Komisi
Pemilihan Umum di tingkat Daerah yang ditembuskan kepada Komisi
Pemilihan Umum di tingkat pusat.

(2] Nama calon pengganti antar waktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan
Umum di tingkat Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 [lima)
Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.

(3] Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon
pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota
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DPRD vang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada
menteri vang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Dalam hal Komisi Pemilihan Umum tidak menyampaikan nama calon
pengganti antar waktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antar
waktu vang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1635 ayat (1) atau
ayat (2), Pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan
partai politik yang bersangkutan menvampaikan nama calon pengganti
antar waktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 165 ayat (1) atau ayat (2] kepada menteri wyang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur
sebagal wakil pemerintah pusat,

Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung scjak menernima nama Anggota DPRD
yvang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan nama Anggota DPRD yang
diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada menteri yang
menyelenggarkan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama
anggota DPRD yvang diberhentikan dan nama calon penggant antarwaktu
dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, menteri yang
menvelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri meresmikan
pemberhentian dan pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan.

Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak menyampaikan
penggantian antarwaktu kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), Menteri meresmikan penggantian antarwakiu anggota DPRD
berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 165

Angpota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat
kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.

Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa
jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.

Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa
masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 166

Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan
sehagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan
Undang-Undang mengenai pemilihan umum.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai

politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam

senghketa partai politik.

Pemenuhan persvaratan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2}

dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana

kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuail dengan

UndangUndang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:

a. surat keterangan tidak ada sengketa partail politk dan mahkamah
partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negen setéempat,

b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik
disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan

. anggaran rumah tangga partal poliuk;
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¢. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang
dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum; dan

d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai poliik yang
mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir
oleh Komisi Pemilihan Umum

(4} Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD
diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai
kewrenangannya,

Pasal 167

(1) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 60 (cnam puluh) Hari terhitung sejak
diterimanya keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri tentang peresmian pengangkatan sebagai
Angpota DPRD.

(2] Ketentuan mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DFRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 168

Anggota DPRD diberhentikan sementars karena:

e. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau

{. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 169

(1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 170 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negen melalui Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat.

(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan
tebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Pimpinan DPRD
tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD
melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Gubernur sebagai
wakil pemenntah pusat.

(3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan laporan Sekretaris
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul
pemberhentian sementara anggota DPRD  kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(4) Menteri vang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negen
memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avat (3).

(5] Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengusulkan
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3}, menteri vang menyvelenggarakan urusan pemerintahan dalam negen
memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara
pengadilan negen..
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Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dan avat
[5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai
terdakwa.

Pasal 170

Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan
scbagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD
diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD,

Dalam hal Pimpmman DPRD diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang
diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah
scorang Anggota DPRD vang berasal dari partai politik tersebut untuk
melaksanakan tugas Pimpinan DPRD vang diberhentikan sementara.

Fazal 171

Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 berdasarkan
putusan pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
Pemberhentian Anggota DPRD sebagsimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 {tujuh) Hari
terhitung sejak tangga! putusan pidana memperoleh kekuatan hukum
letap.

Sctelah ¥ (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada aval (2) pimpinan
partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan
DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPFRD kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Menteri yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku
terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum
tetap.

Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRED
vang bersanghkutan diaktifkan kembalh apabila masa jabatannya belum
berakhir,

BAB XIII
FRAKSI

Pasal 172

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD,
serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah
berhimpun Anggota DPRD.

Fraksi DPRD dibentuk palng lama 1 {satu) bulan setelah pelantikan
Angpota DPRD.

Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraks:,

Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah
Komisi.
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Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapal ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu)
Fraksi.

Partai poliik harus mendudulkkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu)
Fraksi yang sama.

Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan
Fraksi vang ada atau membentuk paling banyvak 2 {dua) Fraksi gabungan.
Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRED untuk
diumumbkan dalam rapat panpurna.

Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling
gingkat 2 (dua) tahun & (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi Gabungan
sebhelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

Dalam menempatkan anggotanva pada Alatl Kelengkapan DPRD, Fraksi
mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban
kerja anggotanya,

Pasal 173

Fraksi mempunval sekretarial.

Sekretariat Fraksi mempunyal tugas membantu kelancaran pelaksanaan
tugas Fraksi.

Sckretariat DPED menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna
kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesual dengan kebutuhan dan
dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3] bersifat tetap.

Pasal 174

Setiap Fraksi dibantu oleh 1 [satu) orang tenaga ahli,

Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah strata satu (81) dengan pengalaman kerja
paling singkat 3 (tigajtahun;

b. menguasai bidang pemerintahan; dan

. menguasal tugas dan lungsi DPRD.

Pengisian tenaga ahli Fraksi berdasarkan usulan Fraksi dan ditetapkan

oleh Sekretaris DPRD berdasarkan pertimbangan Pimpinan DPRD,

Pemberian honorarium tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan

peraturan perundang-undangan..

Pasal 175

Fraksi, terdin dar:

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,

. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;

. Fraksi Partai Golkar;
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
Fraksi Partai Demokrat;
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; dan

. Fralsi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan Partai
Solidaritas Indonesia Pimpinan Fraksi terdin atas Ketua, Wakil Ketua
dan Sekretaris Fraksi.

Pimpinan Fraksi terdiri atas ketus, wakil ketua dan sekretaris Fraksi.

TR oAAG TR
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Fimpinan Fraksi vang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada avat
[2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat
Paripurna DPRD

Perubahan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada avat (3) oleh
Fraksi yang bersangkutan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk
diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 176

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yvang memuat: &
pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil
terkait pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda, pengawasan, dan
anggaran; dan b, aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut
yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan
bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang
wajib dipublikasikan DPRD.

Scgala blaya yang timbul akibat kewajiban publikasi atas kinerja Fraksi
sebagaimana dimaksud pada avat (2) dibebankan pada APBD,

BAB XIV
PENGANGEATAN DAN PENGESAHAN WAKIL GUBERNUR MENJADI
GUBERNUR

Pasal 177

Dalam hal Gubernur berhenti karena:

a. memnggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan;

maka Wakil Gubernur menggantikan Gubernur.

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Walkil
Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada avat (1) kepada
Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri untuk disahkan pengangkatannya sebagal Gubernur.,

Dalam hal DFRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dalam waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Gubernur
berhenti, Presiden berdasarkan usulan menteri yang menvelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri mengesahkan pengangkatan Wakil
Gubernur menjadi Gubernur berdasarkan:

a. surat kematian;

b. surat pernvataan pengunduran diri dari Gubernur: atau

c. kepurusan pemberhentian,

BAB XV

MEKANISME PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ATAL WAKIL

(1)

GUBERNUR

Bagian Kesatu
Urmnum

Pasal 178

Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur secara bersama-sama tidak
dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam
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Pazal 179 avat (1) dilakukan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil
Chubernur melalul mekanisme pemilihan cleh DPRD.

Parta) politik atau gabungan partai politik pengusung Gubernur dan Walkil
Gubernur yang memiliki kurst di DPRD mengusulkan 2 (dua) pazangan
calon kepada Pimpinan DPRD untuk dipilih.

Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak
memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Gubernur
dan Wakil Gubernur, maka partai politik atau gabungan partai politik vang
memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20%
[dua puluh persen) dari jumlah kursi.

Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur vang berasal dari perseorangan
secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) dilakukan pengisian
jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnyva
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik vang memiliki
kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi..
DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3] dan ayvat (4) berdasarkan perolehan suara terbanvak.

DPRD menvampaikan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 [delapan belas) bulan,
Presiden menetapkan penjabat Gubernur.

Mekanisme pengisian jabatan melalui DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), avat (2], ayvat (3], ayat (4}, ayat (3) dan ayat [6) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 179

Dalam hal Wakil Gubernur berhenti karena meninggal, permintaan sendiri,
atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur dilakukan melalui
mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik
atau gabungan partai politik pengusung,.,

Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua)
orang calon Wakil Gubernur kepada Pimpinan DPRD melalui Gubernur
untuk dipilih dalam rapat paripuma.

Dalam hal Wakil Gubernur berasal dari calon persecrangan berhenti
karena mininggal dunia, permintaan sendiri atau dibechentikan,
pengsisian Wakil Gubernur dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh
DPRD berdasarkan usulan dari Gubernur

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur dilakukan jika sisa masa
jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak terjadi
keknsongan jabaran tersebut.

Tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur
sehagaimana dimaksud pada avat (1), avat (2), ayat (3) dan avat (4)
dilaksanakan sesuai dengan keténtuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 180

Dalam hal pengisian Gubernur telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 179, pengisian Wakil Gubernur dilaksanakan paling lambat |
(sam] bulan setelah pelantikan Gubernur,

Masa jabatan Wakil Gubernur sebagaimana dimakssud pada ayat (1)
berakhir bersamaan dengan masa jabatan Gubernur,
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Pasal 1584

Sebelum dilakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil
Gubernur oleh DPRD, calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil
Gubernur yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya
dalam rapat paripurna vang telah ditentukan.

Teknis pelaksanaan penyvampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud
pada avat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan,

Bagian Keenam
Kuorum Rapat Paripurna

Pasal 185

Pemmilinan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur
disclenggarakan dalam rapat paripurna.

Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada avat (1) memenuhi kuorum
apabila dihadiri oleh paling sedikit % [tiga per empat) dari jumlah Anggota
DPRD.

Hapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua-
DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 186

Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah
Anggota DPRD vang hadir belum mencapai jumlah yang ditentukan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2), Pimpinan rapat
membuka sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-
masing paling lama 1 {satu) jam.

Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), jumlah vang ditentukan belum juga tercapai, Pimpinan rapat
menunda rapat paripurna paling lama 3 {tiga) Hari.

Apabila setelah penundaan sebagaimana dimakesud pada ayat (2] belum
juga terpenuhi, cara penyelesaiannnya diserahkan kepada Pimpinan DPRD
dan pimpinan Fraksi.

Setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat {2}, dibual berita acara penundaan yang ditanda tangani oleh
pimpinan rapat.

Kehadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) adalah kehadirian secara administrasi dan fisik.

Bagian Ketujuh
Pengambilan Keputusan

Paragraf 1
Musyvawarah

Pasal 187

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur
dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufalkat.
Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan oleh pimpinan sidang dan pimpinan Fraksi atau anggota Fraksi
vang ditunjuk,
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Paszal 184

(1) Sebelum dilakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil
Gubernur oleh DPRD, calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil
Gubernur vang sudah ditetapkan wajib menvampaikan visi dan misinva
dalam rapat paripurna yang telah ditentukan,

(4] Teknis pelaksanaan penvampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Bagian Keenam
Kuorum Rapat Paripurna

Pasal 185

(1) Pemilithan Gubernur dan Wakil Gubermur atau Wakil Gubernur
disclenggarakan dalam rapat paripurna.

(2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum
apabila dihadiri olch paling sedikit % (tiga per empat) dari jumlah Anggota
DPRD.

() Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada avat (1) dipimpin oleh Ketua:
DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 186

(1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah
Anggota DPRD yang hadir belum mencapai jumlah yang ditentukan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2), Pimpinan rapat
membuka sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-
masing paling lama | [satu) jam,

|2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), jumlah vang ditentukan belum juga tercapai, Pimpinan rapat
menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) Hari.

{3) Apabila setelah penundean sebagaimana dimaksud pada avat (2] belum
Juga terpenuhi, cara penyelesaiannnya diserahkan kepada Pimpinan DPRD
dan pimpinan Fraksi,

t4)  Setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2|, dibuat berita acara penundaan yang ditanda tangani oleh
pimpinan rapat,

[3) Kehadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayal
() adalah kehadirian secara administrasi dan fisik,

Bagian Ketujuh
Pengambilan Keputusan

Paragrafl 1
Musyawarah

Pasal 187

(1) Pemilihan Gubernur dan Wakil QGubernur atau Wakil Gubernur
dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2} Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pimpinan sidang dan pimpinan Fraksi atau anggota Fraksi
yang ditunjuk.
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Apabila tidak tercapai kesepatan sebagaimana dimaksud pada avat (1),
maka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur

dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia,
jujur dan adil.

Paragraf 2
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 188

Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3), panitia
pemilihan menyediakan surat suara berupa kertas kosong yang
ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan serta dibubuhi cap/stempel
panitia pemilihan pada bagian belakang.

Seorang Anggota DPRD hanya berhak atas 1 (satu) surat suara yang
diberikan oleh panitia pemilihan.

Pengisian surat suara dilakukan dengan menulis salah satu nama Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yang dipilih,

Surat suara yang telah berisi nama calon Gubernur dan Wakil Gubernur
atau Wakil Gubernur, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dalam
keadaan terlipat.

Seorang Anggota DPRD yang berhalangan hadir karena sebab apapun,
tidak dapat mewakilkan untuk memberikan suara.

Paszal 189

Surat suara yang rusak atau keliru dalam menuliskan nama salah satu
calon Gubernur dan Wakil Gubernur, hanyva dapat dimintakan ganti 1
(satu) kali kepada panitia pemilihan sebelum dimasukkan ke dalam kotak
suara.

Burat suara vang rusak dikembalikan kepada panitia pemilihan.

Pasal 190

Dalam penghitungan suara, panitia pemilihan meminta 1 (satu) orang dari
masing-masing Fraksi vang ada untuk bertindak scbagm saksi.

Panitia pemilihan menghitung, mencocokan serta mengumumkan jumlah
surat suara vang dibagikan kepada Anggota DPRD yang hadir, dengan
jurmnlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara.

Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.

Surat suara dibaca dengan keras dan jelas oleh ketua panitia pemilihan
dan dicatat oleh sekretaris panitia pemilihan.

ketua panitia pemilihan menjelaskan surat suara yang tidak sah dan
jumlah suara abstain kepada rapat panpurna.

Pasal 191

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yang
dinvatakan terpilih adalah calon Gubernur dan Wakil Gubernur atan Wakil
Gubernur vang mendapat perolehan suara terbanyak.

Apabila diperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang paling banyak 2
{dua) kali.




(3) Apabila dilakukan pemilihan ulang 2 (dua) kali dan hasilnya tetap sama,
maka keputusan diserahkan kepada pimpinan rapat sesuai dengan
mekanisme rapat.

(4) Hasil pemilihan ealon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur
dibuat berita acara vang ditanda tangam oleh ketua dan sekretaris panitia
pemilihan serta saksi-saksi.

(3) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yang terpilih
selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD,

(6) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur vang terpilih atau Wakil Gubernur
vang ditetapkan selanjutnya diajukan kepada Presiden melalul menten
vang menvelenggarakan wrusan pemerntahan dalam negeri untuk
disahkan dan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil
Gubernur..

(7] Hasil keputusan rapat paripurna tentang persetujuan dibuat berita acara
vang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 192

Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Pimpinan
DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian
Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam neger.

Bagian Kedelapan
Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 193

Pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur
terpilih dilakukan berdasarkan Keputusan DPRD yang disampaikan olch
Pimpinan DPRD kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri.

; Pasal 194

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yvang telah
disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Larangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau calon Wakil Gubernur

Pasal 195

(1} Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau calon Wakil Gubernur dilarang
mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur atau calon Wakil Gubernur.

(2} Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau calon Wakil Gubernur yang
mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur atau calon Wakil Gubernur dikenakan sanksi
administratif.

i3] Pengenaan sanksi administratf sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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BAB XVI
KRODE ETIK

Pasal 196

DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD
selamamenjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra,
dan kredibilitas DPRD.

Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik paling sedikit memuat
ketentuan:

ketaatan dalam melaksanakan sumpah//janji

sikap dan perilaku Anggota DPRD;

tata kerja Anggota DPRD;

tats hubungan antar penyelenggara Pemetintahan Daerah,

tata hubungan antar Anggota DPRD;

tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;

penvampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
kewajiban Anggota DPRD;

larangan bagi Anggola DPRD;

hal-hal vang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;

sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan

rehabilitasi.

~FRCCSROMAD TS

BAB XVII
KONSULTASI DPED

Pasal 197

DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara
berjenjang.

Konsultasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk
meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

BAB XVl
PERENCANAAN PERATURAN DPRD

Pazal 198

Perencanaan Peraturan DPRD, merupakan kewenangan dan disesuaikan
dengan kebutuhan lembaga atau Komisi masing-masing

Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada
aval (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan
vang lebih tinggl atau berdasarkan kewenangan.

Perencanaan penyvusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka wakiu
1 [satu) tahun.

Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan
keputusan Pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dapat
dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB XIX
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD
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Pasal 199

Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.

Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.
Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan
oleh pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Fasal 200

Rancangan Peraturan DPRD sebapaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat
(1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan
fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.,

Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;

b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD; dan

¢. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan kehormatan.

Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 201

Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.

Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas
oleh Panitia Khusus.

Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pem bicaraan
tingkat | dan pembicaraan tingkat Il

Pasal 202

Pembicaraan tingkat | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3

meliputi:

a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPFRD
dalam rapat paripurna;
b, pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia

_ Khusus dalam rapat paripurna; dan

¢. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus,

Pembicaraan tingkat 11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3)

berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:

a. penvampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proscs
pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dan

b. permintaan persetujuan dari Anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan
rapat paripurna..

Dalam hal persetujuan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak

dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil

berdasarkan suara terbanyak,

Pagal 203

Rancangan Peraturan DPRD yang telah dibahas pada pembicaraan tingkat
I wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
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pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah
untuk dilakukan fasilitas,

(2) Sebelum dilakukan fasilitasi, DPRD harus mengonsultasikan rancangan
Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menten yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktar
Jenderal Otonomi Daerah.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh DPRD
untuk penyempurnaan rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan
guna menghindari dilakukannya pembatalan Peraturan DPRD olch menteri
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,

Pasal 204

{1] HKetentuan mengenai pelaksanaan konsultasi dan fasilitasi rancangan
Peraturan DPRD serta pembatalan Peraturan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 206 berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penctapan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 205

(1) Rancangan Peraturan DPRD vyang telah dilakukan pembahasan
disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan
pengundanga,

{2) Penandatangan Peraturan DPRD seébagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan olech Pimpinan DPRD.

Pasal 206

(1) Penandatangan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4
([empat).

(2} Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. Sekretaris Daerah;
b. Sekretaris DPRD;
c. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
d, Perangkat Dacrah vang membidangi peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penomoran Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 207
(1) Penomoran Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
{2) Penomoran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor
bulat.

Bagian Kelima
Pengundangan Rancangan Peraturan DPRD

Pagal 208

(1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.

7O




{2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan
mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali
ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan.

(3] Peraturan DPRD vang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada
pvat (1} disampaikan kepada menteri vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri

Pasal 209

(1) Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan DPRD.

(2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Peraturan
DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris
Daerah.

(3) Peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi
hukum.

Bagian Keenam
Autentifikasi Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 210

(1) Peraturan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran
selanjutnya dilakukan autentifikasi.

(2] Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Sekretaris DPRD.

(3] Penggandaan dan pendistribusian Peraturan DPRD dilakukan oleh
Sekretaris DPRD.

BAB XX
TATA CARA PENYUSUNAN PENETAPAN DPRD

Bagian Kesatu
Penetapan DPRD

Pasal 211

Penetapan DPRD, meliputi:

a. keputusan DPRD;

b. keputusan Pimpinan DPRD; dan
¢. keputusan Badan Kehormatan.

Bagian Kedua
Penyvusunan Keputusan DPRD

Pasal 212

(1} Keputusan DPRD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf a yang
berupa penetapan, merupakan keputusan DPRD untuk menetapkan hasil
rapat paripurna.

(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi
muatan hasil dari rapat paripurna.
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(1)
(2)
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(4]

(1)

(2]

(1)
(2)

(1)

(<)
13)

(1)

Fasal 213

Untuk menyvusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Panitia Khusus

atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 202 dan Pasal 203 berlaku sccara mutatis mutandis terhadap

penvusunan rancangan keputusan DPRD.

Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat

paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh

Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:

a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;

b. pendapat Fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan

¢, persefujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan
DPRD.

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {3) ditetapkan olch

Pimpinan dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 214

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf
b yang berupa penetapan, merupakan keputusan untuk menetapkan hasil
rapat Pimpinan DPRD.

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bensi
materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka
menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 215

Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh
Sekretariat DPRD.

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan

Pasal 216

Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214
huruf ¢ merupakan keputusan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada
Anggota DPRD.

Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilaporkan dalam rapat paripurna.

Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beris
materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti
melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan/atau Peraturan
DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 217

Rancangan keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh
Badan Kehormatan.
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Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disusun berdasarkan hasil penelitan, penvelidikan, verifikasi dan
klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran vang dilakukan Anggota DPFRD
terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan/atau Peraturan
DPFRD tentang Kode Etik.

Pasal 218

Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219
ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan.

Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD vang
bersangkutan pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai poliik yang
bersangkutan,

Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan dalam rapat panpurna.

BAB XXI
PEMBAHASAN LKPJ

Pasal 219

Dalam penyvelenggaraan laporan dan evaluasi  penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Gubernur menvampaikan LKPJ kepada DPRD
dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 {sam) tahun
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ
disampaikan oleh Wakil Gubernur selaku pelaksana tugas Gubernur
kepada DPRD dalam rapat paripurna.

Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur secara bersamaan berhalangan
tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan olch pejabat
pengganti Gubernur kepada DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 220

Paling lambat 30 (tga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus

melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:

a. capaian kinerja program dan kegiatan, dan

b. pelaksanaan Perda dan/atau Peraturan Gubernur dalam

menyelenggarakan urasan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ scbagaimana dimaksud pada ayat

(1), DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:

a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;

b, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan

¢, penyusunan Perda, Peraturan Gubernur, dan/atau kebijakan strategis
Gubernur.

BAB XXII
PENYEBARLUASAN

Pasal 221

Penycbarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemernintah
Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda
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(2)

(1]
(2]

(3)

(1)

(2]

(3)

disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik,
pembahasan rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat
dan para pemangku kepentingan.

Pasal 222

Penyebarluasan Propemperda vang dilakukan oleh DPRD dikoordinasikan
bleh Bapemperda.

Penyebarluasan rancangan Perda vang berasal dari DPRD dilakukan oleh
Bapemperda, Komisi pemrakarsa, dan/atau Panitia Khusus.
Penyebarluasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPRD,

Pasal 223

Penyebarluasan Perda yvang telah diundanpgkan dalam Lembaran Daerah
dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Penyebarluasan Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan
DPRD dan keputusan Badan Kehormatan yang telah diundangkan
dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan
Alat Kelengkapan DPRED pemrakarsa.

Penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat dilakukan cleh Anggota DPRD di daerah pemilihan masing-
masing dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah..

g Pasal 224

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan
naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah,
Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

(1)
12)

13)

(4

BAB XXIII
PARTISIPAS]I MASYARAKAT

Pasal 225

Masvarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis
dalam Pembentukan Perda dan/atau Peraturan DPRD.

Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dapat dilakukan melalui:

a. rapat dengar pendapat umurm;

b. kunjungan kerja;

¢. sosialisasi; dan/atau

d. semninar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang
perseorangan atau kelompok orang vang mempunyai kepentingan atas
substansi rancangan Perda dan/atau Peraturan DPRD.

Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan
Perda dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat..
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BAB XXIV
PERSETUJUAN RENCANA KERJA SAMA

Pasal 226

Rencana kerja sama internasional yang dilakukan olch Pemerintah Daerah,
dan rencana kerja sama Daerah dengan daerah lain atau dengan pihak
ketiga vang membebani masyarakat atau Daerah harus mendapat
persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangarn.
Pembahasan rencana kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Komisi yang membidangi pemerintahan.

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
rapal paripurna dengan keputusan DPRD.

Pasal 227

Dalam hal peraturan perundang-undangan memerintabhkan untuk
mendapat persetujuan DPRD, maka pembahasan dilakukan oleh Komisi
vang membidangi atau Panitia Khusus.

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
rapat paripurna dengan keputusan DPRD.

BAB XXV
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 228

Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi
menerima menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan
aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
Pimpinan DPRD, Alat Lelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi dapat
menindaklanjuti  penpaduan dan  aspirasi masyarakat sesuai
kewenangannyva.

Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat
kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat
ditindaklanjuti dengan:

repat dengar pendapat umuim,

rapat dengar pendapat;

kunjungan kerja; atau

rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD dengan mitra kerja. Pelayanan atas
pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan

ol I

BAB XXVI
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 229
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
dibentuk Seckretariat DPRD vang susunan organisasi dan tata kerjanya

ditetapkan dengan Peraturan CGubernur sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(2} Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan
keputusan Gubernur atas persctujuan Pimpinan DPRD  setelah
berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi

(3) Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri
sipil.

(4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;

b. menyelenggarakan administrasi keuangan;

¢, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan

d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli vang diperlukan oleh
DFRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

(5} Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XXVII
PENCATATAN SURAT, PENYAMPAIAN MATERI, DAN DOKUMEN RAPAT

Pasal 230

(1} Tata cara pencatatan surat dan penyampaian materi serta dokumen rapat,
diselenggarakan oleh Sekretaris DPRD.

(2] Tata cara pencatatan surat dan penyvampaian materi dan dokumen rapat
diselenggarakan secara digital.

(3) Surat-surat keluar yang menyangkut lembaga DPRD ditandatangani oleh
Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.,

BAB XXVIII
LAGU KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 231

Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yvang selanjutnya
disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya,

Bagian Kedua
Penggunaan Lagu Kebangsaan

Pasal 232

Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanvikan dalam acara
pembukaan rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penggunaan Lagu Kebanpsaan

Pasal 233

(1) Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa
diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental,
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Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu
strofe, dengan satu kali ulangan pada refrain.

Lagu Kebangsaan vang tidak diiringi alat musik, dinyanyvikan lengkap satu
stanga pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama.

Pasal 2234

Setiap orang yang hadir dalam rapat paripurna pada saat Lagu Kebangsaan
diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap
hormat.

Setelah berakhirnya rapat paripurna sctiap orang yang hadir menyanyikan
lagu Bagimu Negeri, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

BAB XXIx
PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIE DPRD

¥

Pasal 235

Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, hanya dapat

dilakukan apabila :

a. diajukan oleh paling sedikit 1/5 (satu per lima} dari jumlah Anggota
DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraks:; dan/atau

b. diajukan oleh Bapemperda dan/atau Komisi yang membidangi karena
adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru terkait
dengan Tata Tertib DPRD.

Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Pimpinan DPRD secara tertulis disertai dengan alasan.

Persetujuan terhadap usul perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata

Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan dalam rapat

paripurna yvang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dan jumiah

Anggota DPRD.

Pembahasan perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud

pada avat (3), dilaksanakan oleh Panitia Khusus dan hasilnya dilaporkan

kepada Pimpinan DPRD.

Hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dalam rapat paripurna.

BAB XXX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 236

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada menteri yang menyelenggaran
urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

BAR XXX1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 237

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku :
a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1

Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah dan
Persiapan Rancangan Peraturan Daecrah di lingkungan Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 Nomor ...);

b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Berita Dacrah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 37);
dan

c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ]
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomaor 30)

dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 238
Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provins: Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ...

KETUA DPRD
PROVINS] JAWA TENGAH,

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

.

SUMARENO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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ttd

SUMANTO
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